
BUPATI PONOROGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR   13t     TAHUN2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO

Menimbang         :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  17  Peraturan  Daerah  Nomor  08  Tahun  2021  tentang  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,  perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat          :     1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun  l950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1950  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
Tentang perubahan Batas Wilayah  Kota Praja Surabaya dan Dati 11  Surabaya dengan  mengubah  Undang-
Undang Nomor 12 tahun  1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor  16 tahun  1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
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dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa Timur,  Jawa Tengah,  LJawa  Barat,  dan  DI  Yogyakarta  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor  19, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.    Undang-Undang Nomor  17 Tahun   2003  tentang Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik   Indonesia

Tahun  2003  Nomor47, Tambahan     Lembaran     Negara     Republik Indonesia Nomor 4286);

3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5.

6.

7.

8.

9.

4210);

Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (I+embaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah   Nomor   log   Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005   tentang  Pengelolaan   Keuangan  Badan  Irayanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan
Umuni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  Tentang  Dana  Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor  18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  Tentang  Bantuan  Keuangan
Kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang   Tata   Cara     Pelaksanaan   Tugas    dan  Wewenang

Serta Kedudukan keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang   Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan

Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang I,aporan  dan  Bvaluasi Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  62  tahun  2017  tentang  Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan
Daerah  serta  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban  Dana  Operaional  (berita  negara  Republik  Indonesia
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Tahun 2017 Nomor  1067);

22. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2019   tentang  Sistem  Informasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;

23. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019  tentang Klasifikasi,  Kodefikasi,

Dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  Dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk  Kegiatan Tertentu,  Perubahan Alokasi,  dan  Penggunaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2020  tentang  Pengutamaan,  Penggunaan  Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,  Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

25. Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri   Nomor 77 Tahun  2020  tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2021  tentang Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran   Pendapatan  dan   Belanja   Daerah,   Rancangan   Peraturan   Kepala   Daerah   tentang  Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

28. Peraturan  Daerah Kabupaten  Ponorogo  Nomor 08 Tahun  2021  tentang Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
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MEMUTUSRAN  :

Menetapkan       :    PERATURAN  BUPATI  PONOROGO  TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.   Bupati adalah Bupati Ponorogo.

2.   Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

3.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

4.   Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo.

5.   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD  adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6.   Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak  Daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun

anggaran berkenaan.

7.   Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran berkenaan.

8.   Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
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Pasal 3

Anggaran  pendapatan  daerah  tahun  anggaran  2022  direncanakan  sebesar  Rp.   2.298.905.405.508,00  (Duci  "!!/zm  Dttci  Ratrs

Sembtlan Puluh Delapan Mdyar Sembilan Rafus Lina Juta Empat Rafus Lina Ribu Lina Ratus DelaparL RupianD , yang bersumber darl..

a.   Pendapatan asli daerah;

b.   Pendapatan transfer;

c.    Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)    Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.359.655.300,00

(Tiga Rafus Lina Mtryar 'I`iga Ratus lima Puluh Sembilan Juta Bram Rafus I,ina Pul;uh I,ina Ribu Thga Ratus RupiaH , yang terdiri

atas:

a.   Pajak daerah;

b.   Retribusi daerah;

c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d.   Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)    Pajak    daerah     sebagaimana    dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    a    direncanakan     sebesar     Rp.     91.545.000.000,00

{Sembtlan Puluh Safe Mtkyar Lina Rci;fas Empat Puluh Lina Juta Rupiah) .

(3)    Retribusi    daerah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    b    direncanakan    sebesar    Rp.     18.099.540.000,00

(Delapan Belas Mdyar Sembtlan Puluh Sembtlan Juta Lina Ratus Empat Puluh Rj,bu Rupiah) .

(4)    Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  di  pisahkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  humf c  direncanakan  sebesar

Ftp I .094 .064 .300,00 \Safu Mkyar Sembilan Pu:hah Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) .
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(5)    Lain-lain   pendapatan   asli   daerah   yang   sah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar

Rp L94.621.051.000,00 (Serafus Sembilan PLel:uh Empat Mlyar Enam Ratus Dua Puluh Safe Juta Li.ina Puluh Safe Ribu RupianD .

Pasal 5

(1)   Anggaran   pajak   daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   4   huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.   91.545.000.000,00

{Sembtlan Puhah Sate Mdyar Lima Rafus Empat Puiuh Lina Juta Rupiarty, yang terdir±  alas..

a.    PajakHotel;

b.   Pajak Restoran;

c.   Pajak hiburan;

d.   Pajak reklame;

e.   Pajak penerangan jalan;

f.    Pajakparkir;

9.   Pajak air tanah;

h.   Pajak mineral bukan logam dan batuan;

i.    Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

j.    Bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(2)    Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp.  905.000.000,00  (Semb£Zczrt Rcifus Li.rna /ttta

RApich)..

(3)   Pajak restoran   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.435.000.000,00 (Empat Mjlgar Empci£

Rates Tiga Pufuh Li,rna Juta Rupialky.,

(4)   Pajak hiburan   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.000.000,00   (ntcz Rafus ErLcim j}tztth

Juta REpich).,
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(5)    Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Safe Mjzgar Lfmcz Rczfus

Juta Rupidh}.,

(6)    Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf e direncanakan  sebesar Rp.  27.loo.000.000,00  (Ducz PLtztJh

Tujuh Mtryar Serci,fas Juta Rupichb)b.,

(7)    Pajak Parkir   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.  150.000.000,00   (Serofus LI.rna ftthah /ttfci

Rupiah).,

(8)    Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf g direncanakan sebesar Rp.  165.000.000,00  (Serottts Enam Pi/hah

I,ima Juta Rupiah|.,

(9)    Pajak   Mineral  Bukan   Logam   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  h   direncanakan   sebesar   Rp.   430.000.000,00

(Empat Rafus Tiga Puluh Juta Rupiah)).,

(10) Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaansebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  i  direncanakan  sebesar

Rp. 39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembi.lan Milyar Rupiah).,

(11)  Bea  Perolehan  hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf j  direncanakan  sebesar

Rp. L7 .600.000.000,00 (Tujuh Belas Mkyar Erram Ratus Juta Rupially

Pasal 6

(1)   Anggaran  pajak  hotel  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.  905.000.000,00

(Sembjhan Rafus Lima /ufo Rttp€ah), yang terdiri atas:

a.   Pajakhotel;

b.   Pajak losmen;

(2)    Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  a direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (DeJapcm Rczfus Lima ftt!uh

Juta REpiaH| .
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(3)    Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   huruf  b direncanakan sebesar Rp.  55.000.000,00   (Lt.mci Pu!zth Lt.mci Jltt€cl

Rupiah).

Pasal 7

(1)    Anggaran  pajak restoran  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  4.435.000.000,00

(Empat Milyar Empat Rafus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) , yzLng terdir± alas..

a.   Pajak restoran dan sejenisnya;

b.   Pajak warung dan sejenisnya;

c.   Pajakjasa boga/Katering dan sejenisnya;

(2)    Pajak  restoran  dan  sejenisnya  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.   900.000.000,00

{Sembtlan Rafus Juta Rupiarty .

(3)    Pajak  warung  dan   sejenisnya  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b   direncanakan   sebesar   Rp.   35.000.000,00

(Thga Puluh Lina Juta Rupially .

(4)    Pajak   jasa   boga/Katering   dan    sejenisnya    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   c    direncanakan    sebesar

Rp. 3.500.000.000,00  {Thga Mlyar Lima Ratus Juta Rupidr).

Pasal 8

(1)   Anggaran     pajak     Hiburan     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     5     ayat     (1)     huruf    c     direncanakan     sebesar

Rp. 260.000.000,00 \Dua Ratus Enam Puhah luta Rupiatly , yang terdlri alas..

a.   Pajak Tontonan Film;

b.   Pajak Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
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(2)    Pajak   Tontonan    Film    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf       a   direncanakan    sebesar   Rp.    150.000.000,00

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3)    Pajak  Diskotik,  karaoke,  klub  malam,  dan  sejenisnya  sebagaimana dimaksud  pada ayat   (1)    huruf   b  direncanakan  sebesar

Rp.110.000.000,00, (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 9

(1)   Anggaran     pajak     reklame     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     5     ayat     (1)     huruf    d     direncanakan     sebesar

Rp.1.500.000.000,00 (Satu Mlyar Lina Ratus Juta Rupiah), yang terdiri alas..

a.    Pajak Reklame papan/Billboard/videotron/megatron;

b.    Pajak reklame kain;

(2)   Pajak  Reklame  papan/Billboard/videotron/megatron  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf    a  direncanakan  sebesar

Rp. I .250.000.000,00 {Safu Milyar Dua Ratus Lima Puhah Juta Rupiah).

(3)   Pajak   reklame   kain   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat       (1)       huruf      b   direncanakan   sebesar   Rp.   250.000.000,00,

(ELa Ratus Lima Puluh luta Rupiah) .

Pasal 10

(1)   Anggaran   pajak   penerangan   jalan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   5   a.yat   (1)   huruf   e   direncanakan   sebesar

Rp. 27.loo.000.000,.00 (Dzta ftthah ThjLth Mj!gar Sentrfus /ttta Rupt.czJt), yang terdiri atas:

a.   Pajak penerangan jalan sumber lain;

(2)   Pajak Penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.100.000.000,00

(Dua Puluh Tujuh Mdyar Sercrfus Juta Rupialo .
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Pasal  1 1

(1)   Anggaran     pajak     parkir     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     5     ayat     (1)     huruf     f     direncanakan     sebesar

Rp.150.000.000,00 (Serafus Lima Putuh Juta Rupiah), yang terdiri alas..

a.   Pajakparkir;

(2)    Pajak     parkir     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf     a     direncanakan      sebesar     Rp.      150.000.000,00

(Serafus I,ima Puluh Juta RupiahiD .

Pasal  12

(1)    Anggaran  pajak  air  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf g  direncanakan  sebesar  Rp.   165.000.000,00

{Serafus BrLam Puluh Lina Juta Rupiah) , yang terdiri aha:s..

a.   Pajak air tanah;

(2)    Pajak    air    tanah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    a    direncanakan    sebesar    Rp.     165.000.000,00

(Serchrs Enci.in Pul:uh I,i:rna Juta LtwpiahiD .

Pasal 13

(1)    Anggaran  pajak  mineral   bukan   logam   sebagaimana  dimaksud  dalarn   Pasal   5   ayat   (1)   huruf  h   direncanakan   sebesar

Rp. 430.000.000,00 (Empat Ratus Thga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri alas..

a.   Pajak Granit/Andesit;

(2)    Pajak   Granit/Andesit       sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   a   direncanakan    sebesar   Rp.    430.000.000,00

|Empat Ratus 'Itga Putuh Juta Rupialo .
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Pasal 14

(1)    Anggaran pajak  Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (PBBP2)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)

huruf i direncanakan sebesar Rp. 39.000.000.000,00 (Ttga Zlt!uh Sembt.!cin Mjzgcir Rupt.aft), yang terdiri atas:

a.   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

(2)    Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBBP2)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan

sebesar Rp. 39 .000.000.000,00 (Tiga Puluh SembilarL Mtryar Rupiah).

Pasal 15

(1)    Anggaran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.  L7.GOO.000.000,00 (Tufuh Belas Milyar Bnam Ratus Juta Rupiaft), yang terdir± alas..

a.   BPHTB Pemindahan Hak;

(2)    Bea  Perolehan  hak  atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar

Rp.17 .600.000.000,00 ('mjuh Belas Mikyar Enam Rafus Juta RupicLh).

Pasal 16

(1)   Anggaran    Retribusi    Daerah    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    4    ayat    (1)     huruf    b    direncanakan    sebesar

Rp  \8.099.540.000,00 (Delapan Belas Mdyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Lina Rates Empat Puluh Ribu Rupiahb, yang terdiri

atas:

a.  Retribusi Jasa Umum;

b.  Retribusi Jasa Usaha;

c.  Retribusi perizinan tertentu
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(2)    Retribusi   jasa   Umum    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    huruf   a   direncanakan    sebesar    Rp.    9.406.840.000,00

{Sembtlan Mtlyar Empat Ratus Enam Juta Delapan Rcrfuis Brnpat Puluh Ribu Rupially..

(3)   Retribusi   |Jasa   Usaha   sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    huruf   b    direncanakan    sebesar   Rp.    7.682.200.000,00

(Tujuh NIlyar Einam Rafus Delapan Puluh Dua Juta Dua Rafus Ribu Rupian)

(4)    Retribusi   perizinan   tertentu   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  c   direncanakan   sebesar   Rp.   1.010.500.000,00

(Safe Mlyar Sepuluh Juta Lina Rafus Ribu Rupidrl).,

Pasal 17

(1)    Anggaran   retribusi   jasa   umum    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    16    ayat    (1)    huruf   a   direncanakan    sebesar

9 .406.840.000 ,00 |Sembha;n Mdyar Bmpat Ratus Enam Juta Delapan Rafus Empat Puluh Ribu Rupian)  yang terdirl alas..

a.   Retribusi pelayanan Kesehatan;

b.   Retribusi pelayanan persampahan/ Kebersihan;

c.   Retribusi Pelayanan Pemakaman / dan Pengabuan Mayat;

d.   Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

e.   Retribusi pelayanan pasar;

f.    Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor;

9.   Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

h.   Retribusi Penyediaan Dan /Atau Penyedotan Kakus;

i.    Retribusi pengolahan Limbah cair;

j.    Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang;
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k.   Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

(2)    Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.   170.000.000,00

(Serafus Thajuh Pu:hah Juta Rupiah).,

(3)    Retribusi   Pelayanan   persampahan/Kebersihan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b   direncanakan   sebesar

Rp . I .450 .000 .000 ,00 (Safe Mikyar Bmpat Ratus Lina Puluh Juta Rupiah).,

(4)    Retribusi Pelayanan Pemakarnan  /  dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar

Rp. 4 .000.000,00 (Bmpat Juta Rupiatt).,

(5)    Retribusi   pelayanan   parkir   di   tepi  jalan   umum   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  d   direncanakan   sebesar

Rp.  1.ZOO.000.000,00 |Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).,

(6)    Retribusi  pelayanan  pasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat     (1)     huruf    e  direncanakan  sebesar  Rp.  4.000.000.000,00

(Empat Mikyar Rupiah).,

(7)    Retribusi   pengujian   kendaraan   bermotor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat       (1)       huruf      f   direncanakan   sebesar

Rp. 1.loo.000.000,00 (Satu Mdyar Thijuh Ratus Juta RupiahiD.,

(8)    Retribusi   Pemeriksaan  Alat  Pemadam  Kebakaran   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  g  direncanakan   sebesar

Rp. 5.000.000,00 (Lina Juta Rupiart).,

(9)    Retribusi  Penyediaan  dan/atau  Penyedotan  Kakus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h  direncanakan  sebesar

Rp. 63 .640 .000 ,00 (Enam Puluh Thga Juta Bncun Rates Bmpat Puluh Ribu RupiaH.,

( 10)  Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 43.200.000,00 (Empcit

Pul;uh Tiga Juta Dua Rcrfu,s Ri:bu Rupiah).,

(11)  Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat   (1)   hurufj direncanakan sebesar Rp.  71.000.000,00

('mjuh Puluh Safe Juta RupiaHb.,



-15-

(12)  Retribusi  pengawasan dan  pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf   k direncanakan

sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiall) .

Pasal  18

(1)   Anggaran    retribusi   jasa   usaha    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    16    ayat    (1)    huruf   b    direncanakan    sebesar

Rp. 7 .682 .ZOO .000 ,00 (Tufuh Mdyar Encrm Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Rafus Ribu Rupichly yang terdiri alas..

a.  Retribusi Pemakaian kekayaan daerah;

b.  Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

c.   Retribusi terminal;

d.  Retribusi Tempat khusus parkir;

e.  Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;

f.   Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah;

(2)   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.694.000.000,00

(Bmpat Mtryar Enam Rafus Semhilan Pu:twh Empat Juta Rupiah).,

(3)   Retribusi   Pasar   Grosir   dan/atau   pertokoan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   hunrf      b   direncanakan   sebesar

Rp. \0.500.000 ,00 (Sepuluh Juta Lina Rafus Ribu Rupialrty.

(4)   Retribusi    Terminal     sebagaimana    dimaksud     pada     a.yat     (1)     huruf    c     direncanakan     sebesar    Rp.     31.500.000,00

(Tiga Puluh Safe Juta lj;rna Rafus Rj,bu RupiaH|.,

(5)   Retribusi  Tempat  khusus  parkir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    huruf  d  direncanakan  sebesar  Rp.  306.200.000,00

(Tiga Rafus Bncm Juta lhia Rafus Ribu RupiaHb.,
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(6)   Retribusi    tempat   Rekreasi   dan    Olah    Raga    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   g   direncanakan    sebesar

Rp. 2.450.000 .000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupially.,

(7)   Retribusi   penjualan   Produksi   Usaha   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   h   direncanakan   sebesar

Rp. L90.000.000,00 (Seratus Sembtlan Puluh Juta Rupiali).

Pasal 19

(1)   Anggaran   retribusi   perizinan   tertentu   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   16   ayat   (1)   huruf  c   direncanakan   sebesar

Rp. I .010.500.000,00 (Safe Milyar Sepuluh Juta Lina Rafus Ribu Rupiah} yzLng terdhi aha:s..

a.  Retribusi Izin Mendirikan bangunan;

b.  Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan pelayanan Angkutan Umum;

(2)   Anggaran   Retribusi   Izin   mendirikan   bangunan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp.1.000.000.000,00 {Satw Mlgar Rupiah).

(3)   Anggaran Retribusi izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b

direncanakan sebesar Rp.  10.500.000,00 (Septtfuh /ttfa Lt.rna Rafus Rt.ha RLip!ah).

Pasal 20

(1)   Anggaran  Hasil  Pengelolaaan  Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  c

direncanakan sebesar Rp 1.094.064.SOD,00 (Safe Midyar Sembtlan Puluh Empat Juta Bnam Puluh Bmpat Ribu Tiga Rafus RupiaH) ,

yang terdiri  atas:

a.  Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Dividen ) atas penyertaan modal pada BUMD;
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(2)   Bagian  Laba Yang dibagikan  kepada  Pemerintah  daerah  (Dividen)  atas penyertaan modal pada BUMD  sebagaimana dimaksud

pada ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar  Rp.  1.094.064.300,00  (Safu M€!gcir Sembt.ZczrL fttzzth Empat /tt€cz Eriam jin!tJh Empat

Rtbu ltga Rafus RupiaHd .

Pasal 2 1

(1)   Anggaran  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf d  direncanakan

se:besz[r Rp  194.62L.05L.000,00  (Serafus  Semhilan Puluh Empat Mdyar Enam Ratus Dua Puluh Safe Juta Lina Puluh Safu Ribu

Rztpz.cz7t), yang terdiri  atas:

a.  Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b.  Jasa giro;

c.  Pendapatan Bunga;

d.  Pendapatan BLUD;

e.  Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

f.   Pendapatan denda atas Pelanggaran peraturan daerah.

(2)   Hasil   Penjualan   BMD   yang   tidak   dipisahkan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp. 383.125.000,00 (Tiga Rafus Delapan Puhah Thga Juta Serafus Dua Puluh Lima Ri,13u Rupiah).

(3)   Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.  3.010.000.000,00   (7|ga M{.Zgar Seprfuh Utttcl

REpiafty.

(4)    Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.489.476.000,00 (7tt;jth Mt.Zgar Empczt

Rafus Delapan Puluh Sembha;n Juta Empat Rafus TLejuh Putuh Eha;in Rj,bu Rupiah) .

(5)   Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.  181.268.400.000,00 (Serofus Delapan

Pli:hah Safe Mtryar lrfua Ra:fas Enam Putuh Dehapan Juta E;mpat Rafus Rj,bu Rupiah) .
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(6)   Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

F€p. 2 .L70 .000 .000 (Ifua Mdyar Seratus Tujuh PwhJ,h Juta Rupial+) .

(7)   Pendapatan  denda  atas  Pelanggaran  peraturan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f  direncanakan  sebesar

Rp . 300 .050 .000,00 (Thga Rafus Juta Lirn.a Puluh Ribu Rupialt| .

Pasal 22

(1)   Anggaran    pendapatan    transfer    sebagaimana    dimaksud    dalarn    Pasal    3    ayat    (1)    huruf    b    direncanakan    sebesar

Rp.  1.993.545.750.208,00  (Safe Thkyun  Sembilan Ratus  Sembilan Puhah Thga Milyar Lina Rafus Empat Puluh I,ina Juta Thfuh

Ratus Lina Puluh Ribu Dua Rafus Delapan Rupiah) yang terdir± alas..

a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat;

b.  Pendapatan transfer antar daerah;

(2)   Pendapatan    transfer    pemerintah    pusat    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar

F`p.  1.8L3.468.309.000,00  {Safu  Trikyun  Delapan Ratus  Tiga Belas  Mdyar Empat  Ratus  E:ra:in Pu:hah Delapan Juta Tiga Rafus

Sembi:lan Ri:bu RiJpiah) .

(3)   Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.  180.077.441.208,00

(Seratus Delapan Puluh Mdyar TLejwh Putuh Tujuh Juta Empat Rafus Empat Puhah Scrfu Ribu lrfua Roufus Delapan Rupidrb .

Pasal 23

( 1)   Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

F±p.  1.8L3.468.309.000,00  (Safe  Trikyun Deleipan Rafus  Tiga Belas  Mdyar Empat  Ratus  Enam Puluh Delapan Juta mga Rafus

Sembilan Ribu Rupiah) , yang terdiri alas..

a.  Dana Perimbangan;
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b.  Dana Insentif daerah;

c.   DanaDesa;

(2)    Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp.1.526.894.584.000,00  (Safu Tn.ZgtJn

Lina RCLfus Dua Puluh Eha;in Mikyar Delapan Rcrfurs Sernbi.I.oun Puluh Empat Juta I;ina Ratus Delapan Pu:twh Empat Ribu RupiahiD..

(3)    Dana  lnsentif daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  27.869.139.000,00  (Dttcz fttzuh

Thjuh Mtlgar Delapan Rafus Enam Put;uh Sembilan Juta Seratus `Itga Puluh Semhilan Ri.bu Rupialdy.,

(4)    Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar Rp.  258.704.586.000,00  (Duo Rafus L{.rna PLt!tth

Delapan Mtryar Tujuh Rafus Bmpat Juta Li,rna Rcrfus Delapan puluh Enam Ribu Rupiah)).,

Pasal 24

(1)   Anggaran    dana    perimbangan    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    23    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar

Rp. I .526.894.584.000,00 (Safe Thlyun Lina Rafus Dua Puluh Erram MilycLr Delapan Rafus Semhilan Puluh Empat Juta Li.rna Rafus

Delapan Puluh Empat Ribu Rupialky , yang terdiiri alas..

a.  Dana transfer umum-Dana Bagi hasil (DBH);

b.  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

c.  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) F`isik

d.  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

(2)   Dana   transfer   umum-Dana   Bagi   hasil   (DBH)   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   hunrf   a   direncanakan   sebesar

Ftp. 11 i .245.445.000,00 {Serafus Sebelas Mdyar Dua Rafus Empat Puluh I,ina Juta Bmpat Ratus Empat Pul:uh I,i.rna Rtbu Rupialt) .

(3)   Dana  Transfer  Umum-Dana  Alokasi  Umum   (DAU)   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  b  direncanakan   sebesar

Rp. 979.474.402.000,00  (Sembtlan Rci,fas TLejuh Pu:hah Sembha;n Mikyar Empat Ratus Tufuh Puluh Empat Juta Bmpat Rafus Dua
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R{bu Rupially .

(4)   Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar

Rp.  LOB.663.769.000,00  (Seratws  Delapan Mdyar  Enam  Rcrfus  Enam  Puluh Tkya Juta Tujuh Rates  Enam Putuh Sernbilan Ribu

Rupiah).

(5)    Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

F`p. 327 .5±0.968.000,00 {'Itga Rafus Dua Puluh TLejuh Mdyar Lima Rafus Sepuluh Juta Sembitan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu

Rupiah).

Pasal 25

(1)   Anggaran    Dana   Insentif   Daerah    sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   23    ayat   (1)    huruf   b   direncanakan    sebesar

Rp.  27.869.139.000,00  (Dua Puluh Thjuh Mdyar  Delapan  Rcrfus  Enam Puluh Sembilan Juta  Serafus  Tiga Puluh Sembilan Ribu

Rztpjcz7t) yang terdiri alas:

a.   DID

(2)   DID  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat    (1)    huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  27.869.139.000,00  (rna jinhah  7ttj{th Mjzgar

Delapan Rates Brtam Puluh Sembtlan Juta Serafus Tiga Puluh Sembha;n Ribu RupichD)D .

Pasal 26

(1)   Anggaran  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar  Rp.  258.704.586.000,00

\Dua Ratus I,irra Puluh Delapan Mdyar Tujuh Rafus Bmpat Juta I,ina Rafus Delapan Puluh Bnam Ribu Rupiah) , yang terdiri alas..

a.  Dana Desa
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(2)   Anggaran   Dana   Desa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.   258.704.586.000,00

{Dua Rafus I.ina Puluh; Delapan Mtryar Thfuh Rafus Empat Juta Lina Ratus Delapcm Puluh Enam Ribu Rupiatld .

Pasal 27

(1)   Anggaran  Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar

F3.p.  180.077 .441.208,00 (Serafus Delapan Puluh Mikyar Tujuh Puhah Tujuh Juta Empat Rafus Bmpat Puluh Satu Ribu lfua Rafus

Delapan Rupian), yzLng terdin  a.taLs..

a.  Pendapatan Bagi Hasil;

b.  Pendapatan bantuan keuangan.

(2)    Pendapatan   bagi   hasil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.    129.053.799.933,00

{Serafus Dua Pwhi,h Sembtlan Mlyar Lima Puluh Tiga Juta TLejuh Rafus Sembilan Putwh Sembtlan Ribu Sembi:lan Rafus Thga Puluh

Tkya Rupiah).,

(3)   Pendapatan  Bantuan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  51.023.641.275,00

(Lina Puluh Safe Mikyar Dua Puhah Tiga Juta Enci,in Rafus Empat Pul;uh Safe Rlbu Dua Rafus Tufuh Pu:luh Lina Rupiafu .

Pasal 28

(1)    Pendapatan Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp.  129.053.799.933,00

{Serafus Dua Puluh Sembi.lan Mdyar I,ina Puluh. Tiga Juta Tujth Rafus Sembha;n Pu:luh Sembtlan Ribu Sernbilan Rafus Tkya Puluh,

7t.ga Rztp€cih} , yang terdiri atas:

a.   Pendapatan Bagi Hasil Pajak
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(2)    Pendapatan      bagi      hasil      Pajak      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf     a      direncanakan      sebesar

F±p.  L29.053.799.933,00   (Serafus Dua Puluh Sembilan MtlyaT Lima Puluh 'Itga Juta 'mjuh Rafus Sembtlan Puluh Sembtlan Ribu

Sembtlan Rafus 'Itga ful:uh 'Itga RupiaHD .

Pasal 29

(1)   Pendapatan   Bantuan    Keuangan    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    27    ayat    (1)    huruf   b    direncanakan    sebesar

Rp. 5L.023.64±.275,00 (Lina Pu:tuh Satu Mdyar Dua Puluh Thga Juta ErLcm Rafus Bmpat Puluh Safe Ribu lrfua Ratus Thjuh Puluh

LirrLa Rupiah) , yang terdiri alas..

a.  Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

(2)   Pendapatan Bantuan  Keuangan  dari  pemerintah  Provinsi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar

Rp. 5\.023.641.275,00 (Lina Putuh Satu Mdyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Rafus Empat Puluh Safe Ribu Dua Ratus Thrfuh ELtuh

Lima Rupialsb .

Pasal 30

Anggaran   Lain-lain   Pendapatan   Daerah   yang   sah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf  c   direncanakan   sebesar

Rp. 0,00. (Nol Rapiah}.

Pasal 3 1

Anggaran belanja daerah  tahun anggaran  2022  direncanakan  sebesar Rp.  2.518.771.426.224,00  (Dtta I"!/ttn L{.mcl Rcifus De!apczn

Belas Mkyar Thjuh Rafus T\rfuh Puluh Safe Juta Empat Rafus lrfua Pu:hah Encm Ribu Dua Rafus mra Puluh Bmpat Rupidi), yam:8 terdiri

atas:
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a.   Belanja operasi;

b.   Belanja modal;

c.   Belanja tidak terduga;dan

d.   Belanja transfer.

Pasal 32

(1)   Anggaran      belanja      operasi      sebagaimana      dimaksud      dalam      Pasal      31       huruf      a      direncanakan      sebesar

F`p  I.574.926.021.265,00  |Safu Trilyun Lina Rafus Tujuh Putuh Empat Milgar Sembilan Rafus Dua Puluh Enam Juta Dua Puhah

Safe Ribu Dua Ratus ErLarn, Putuh Lina RupiaH) , yang terdir± atas..

a.  Belanja pegawai;

b.  Belanja barang dan jasa;

c.  Belanja bunga;

d.  Belanja subsidi;

e.  Belanja hibah;dan

f.   Belanja bantuan sosial.

(2)   Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar    Rp    980.939.747.566,00

(Sembtlan Rafus Delapan Pul.uh NIkyar Sembha;n Rafus 'Itga Puluh Sembha:n Juta TLejuh Rci,fas Empat Pul:uh Tlijuh R{bu I,ina Rafus

Enam Putuh Eha:in RupichD .

(3)   Belanja      barang      dan      jasa      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)       huruf      b      direncanakan      sebesar

Rp. 513.502.386.683,00 (Lima Rafus Tiga Belas Mtryar Lina Ratus Dua Juta Thga Rafus Delapan Pu:luh Enam Ribu Bnam Rci,fas

Delcxpcm Puluh 'Itga Rupiah| .
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(4)   Belanja     bunga     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    c     direncanakan     sebesar     Rp.     8.498.083.516,00

(Delapan Puluh Satu Juta Lina Ratus Delapan Pul;uh Tiga Ribu Lima Rates Enam Belas Rupian).

(5)    Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (noJ rLtpja7i).

(6)   Belanja     hibah     sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    e     direncanakan     sebesar     Rp.     57.497.853.500,00

(Lina Puluh Tufuh Mdyar Empat Rc[fus Sernbha;n Puluh 'mfuh Juta Delapan Ratus I,ina Pul.uh Tiga RI:bu Lj.rna Rafus Rupially .

(7)   Belanja       bantuan       sosial       sebagaimana       dimaksud       pada       ayat       (1)        huruf       f       direncanakan       sebesar

Rp. 14 .497 .950 .000,00 (Empat Belas Mtryar Empat Rates Delapan Pul:uh TLefuh Juta Sernbtlan Rcrfus I,i:rna Puluh Ribu Rupial+D .

Pasal 33

(1)Anggaran     belanja    pegawai     sebagaimana    dimaksud    dalam     Pasal     32     ayat     (1)     huruf    a     direncanakan     sebesar

T±p 980.939.747 .566,00 (Sembtlan Rafus Delapan Puluh Mdyar Sembtlan Rafus Tiga Puluh Sembtlan Juta Tujuh Rafus Empat Pu:tuh

TLejuh Ribu Lina Ratus Bnam Puluh Erram Rupiarty yang terdiri aha:s..

a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c.  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN ;

d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD

e.  Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

f.  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

9. Belanja Pegawai BLUD

(2)   Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar Rp.  633.225.569.416,00

(Bram Ratus Tiga Puluh 'Itga Mdyar Dua Ratus Irfua Puhih I;ina Juta I,i;rna Rafus Enam Putuh Sembha;n Ri:bu Empat Ra:fas Bram

Belas REpiafty .
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(3)   Belanja     Tambahan     Penghasilan     ASN     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    b     direncanakan     sebesar

E`p. 47 .782.797 .159 ,00 (Empat Puluh Thajuh Mdyar Tirfuh Rat:us DelaparL Puluh lima Juta Tufuh Rafus Sembha;n Puluh Tujuh Rtbu

Seratus Li:rna Puluh Sembilan Rupially .

(4)   Tambahan   penghasilan   Berdasarkan   pertimbangan   obyektif  lainnya  ASN   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c

direncanakan  sebesar Rp.  204.776.984.720,00  (Dua Rafus  Empat Milyar TLefuh Ratus  TLefuh Puluh Enam Juta  Sembilan Ratus

Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Rafus Dua Puluh Rupia") .

(5)   Belanja    Gaji    dan    Tunjangan    DPRD         sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d    direncanakan    sebesar

F±p. 20.992.5L8.000,00 {Dua Puluh Milyar Semhilan Rafus Sembilan Puluh lrfua Juta, I,ina Ratus Delapan Belas Ribu RupiaHD.

(6)   Belanja    gaji    dan    Tunjangan    KDH/WKDH    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    e    direncanakan    sebesar

Rp. 682.649 .065,00 {Enam Rcrfus Delapan Puluh lrfua Juta Enam Rafus Empat Puluh Sembtlan Ribu Enam Pul;uh Lina Rupichq

(7)   Belanja  Penerimaan  Lainnya  Pimpinan  DPRD  serta  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf f direncanakan

sebesal Rp. 993 .120.000,00 {Sembilan Rafus Sembilan Puluh mga Juta Seratus Dua Puluh Ribu RupichD!D

(8)   Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf g direncanakan sebesar Rp.  72.486.109.206,00 (ThjLth jlthah

Dua Mdyar Bmpat Rafus Delapan Puhah Enam Juta Seratus Sembha;n Ribu Dua Rafus ErLam Rupially

Pasal 34

(1)   Anggaran   gaji   dan   tunjangan   ASN   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar

Rp. 633.225.569.4L6,00 (Bnam Rafus Tiga Puluh Thga Mdyar Dua Rafus lfuia Pul:uh Lina Juta Lina Rctfus Bram Puluh Serr.btlan

Ribu Empat Ratus Bnam Belas Rupial® , yarng terdiri alas..

a.  Gaji pokok ASN;

b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
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c.  Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

e.  Belanja Tunjangan F\mgsional umum ASN;

f.  Belanja Tunjangan Beras ASN;

9. Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN

i.  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

j.  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja luran Jaminan Kematian ASN;

1.  Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2)   Gaji    pokok    ASN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar    Rp.    482.527.198.490,00

(Empat Rafus Delapan Putth Dua Mlkyar Lina Rafus Ifua Puluh Tujuh Juta Seratrs Sembilan Pu:hah Delapan Ribu Ermpat Rci,fas

Sembilan Puluh Rupiah) .

(3)   Belanja     tunjangan     keluarga     ASN     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     b     direncanakan     sebesar

R:p. 45.206.285.926,00 (Empat Puluh Lina Milyar lina Rafus Bram Juta Dua Rafus Delapan Puluh Lina Ribu Semhiidn Ratus Dua

Puluh Enam Rupially .

(4)   Belanja     Tunjangan     Jabatan     ASN     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     c     direncanakan     sebesar

Rp. 6.999 .006.000 ,00 (Eunm Mkyar Semhi:lan Ratus Sembtlan Pu:hah Sembtlan Juta Enam R±bu Rupial® .

(5)   Belanja     Tunjangan     F`ungional     ASN     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     humf     d     direncanakan     sebesar

rep. 30.8;74 .&72 .000 ,00 (Tiga Pulwh Mtryar Delapan Rafus Tujuh Putuh Empat Juta Delapan Rafus mjuh Putuh Dua RI:bu Rupiah) .

(6)   Belanja   tunjangan    fungsional   umum   ASN    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   e    direncanakan    sebesar

Rp. 8.360 .447 .000,00 (Delapan Mdyar ltga Rafus Bram Puluh Juta Bmpat Rafus Empat Puluh TLejuh Ribu RupiaH| .
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(7)   Belanja      tunjangan      beras      ASN      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf      f      direncanakan      sebesar

F`p. 25.906.512.000,00 (Dua Puluh Lira Mtkyar Sembtlan Rctus Encm Juta I,ima Rctfus Dua Belas Ribu RupiaHb.

(8)   Belanja   tunjangan   Pph/Tunjangan   Khusus   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  g   direncanakan   sebesar

Rp. 1.04L .782 .000 ,00 (Safu Mlgar Empat Puluh Sate Juta TLefuh Rates Delapan Puluh Dua Ribu RupicthD .

(9)   Belanja   Pembulatan   Gaji   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  h   direncanakan   sebesar   Rp.   24.163.000,00

(Dua Puluh Empat Juta Serafus Bram Pul:uh Tiga Ribu RupiaHD .

(10)Belanja    luran    Jaminan    Kesehatan    ASN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    i    direncanakan    sebesar

Rp. 26.192 .L70 .000 ,00 {Duct Puluh Bram Mdyar Seratrs Sembtlan Puluh Dua Juta Sercrfus Tujuh Puhah Ribu Rupiarty .

(11) Belanja   luran   Jaminan   Kecelakaan   Kelja   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  j   direncanakan   sebesar

F±p. 1.032 .766.000 ,00 (Safe Mdyar Thga Putuh Dua Juta Tufuh Rafus Enam Puluh Bnam Ribu Rupiah) .

(12)Belanja    Iuran    Jaminan    Kematian    ASN    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    k    direncanakan    sebesar

Ftp. 2 .965 .695.000 ,00 (Dua Mdyar SeTnbilan Rafus Encrm Puluh I,ina Juta Bnam Ratus Sembilan Puluh Lina Ribu Rupially .

( 13) Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf  I direncanakan

sebesar Rp. 2 .094 .672.000 ,00 (ELa Mdyar Semhilan Rafus Encm Puluh LimcL Juta Bram Rafus Sembilan Puluh I,ina Ribu RupiaHb .

Pasal 35

(1)   Anggaran  Tambahan  Penghasilan  ASN   sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal   33   ayat  (1)   humf  b  direncanakan   sebesar

I+p. 47 .782.797 .L59 ,00 {Empat Puluh Trfuh Mdyar Tufuh Ratus Delapan Pu:twh Dua Juta Turfuh Rafus Sembtlan Pulirh Tujth Ribu

Serafus Lino Putuh Sembilc.n Rupiah) , yang terdiri alas..

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kelja ASN;

(2)   Tambahan  Penghasilan  berdasarkan  beban  kelja  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar

E€p. 47 .782.797 .159 ,00 (Em.pat Puluh Tujth Mkyar Trfuh Rci.fas Delapan Pul:uh lfua Juta TLefuh Rafus  Sembi:lan Puhah TLejuh Ribu
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Serci.fas I,ina Puluh Sembtlan RupiaHD .

Pasal 36

( 1)   Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.  204.776.984.720,00 (Dlta Rafus Empa£ Mt.Zgczr Thgivh Rafus ngivh PLtzt/h E7tam iJufa Semb{!a7t

Rafus Delapan Pul.uh Empat Rtbu Tujuh Rafus Dua Pul:uh Rupidrly , yam:g t;erdi:ri alas..

a.  Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;

b.  Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;

c.  Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNSD;

d.  Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;

e.  Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

f.   Belanja Honorarium;

(2)   Belanja lnsentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar

F€p.  7.918.6L9.640,00  ('mfuh Mdyar  SerrLbtlan Rafus  Delapan Belas Juta Era:in Rc[fus  Sembtlan Belas  Ribu Bram Rafus  Empat

puhah REpich) .

(3)   Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 523.414.080,00 (Lira Rafus ELa Puluh Tiga Juta Empat Rates Empat Belas Ribu Delapan Puluh Rupialrty.

(4)   Belanja  Tunjangan  Profesi  Guru  (TPG)   guru  PNSD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  direncanakan  sebesar

Rp. 182.560.146.000,00 (Serafus Delapan Pul,uh Dua Mdyar Lina Rafus Era:in Puluh JutcL Serafus Empat Puluh E:ra:in Ribu Rupiarly .

(5)   Belanja  Tambahan  Penghasilan  (Tamsil)  Guru  PNSD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  direncanakan  sebesar

Rp . 4 .620 .000 .000 ,00 (Empat Milyar Bram Rafus Dua Putuh Juta Rupially .
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(6)   Belanja   Pelayanan   Jasa   Kesehatan   bagi   ASN   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   e   direncanakan   sebesar

Rp. 4 .413.845.000,00 (Empat Mikyar Empat Rafus Tiga Belas Juta Delapan Rates Empat Puluh I,i.rna Ribu Rupidi).

(7)   Belanja    Honorarium    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    f    direncanakan    sebesar    Rp.    4.740.960.000,00

(Empat Mdyar 'mju:h Rafus Empat Puluh Juta Sembi:1a,n Rafus Enam Puluh Ribu Rupialrty .

Pasal 37

(1)   Anggaran  Belanja  gaji  dan  tunjangan  DPRD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  huruf d  direncanakan  sebesar

F€p. 20.992.518.000,00 {Dua Puluh Mtlgar Sembilan Rafus Sembilan Putuh Dua Juta Lina Rafus Delapan Belas Ribu Rupial±), yang

terdiri atas:

a.  Belanja uang representasi DPRD;

b.  Belanja tunjangan keluarga DPRD;

c.  Belanja Tunjangan beras DPRD;

d.  Belanja Uang paket DPRD;

e.  Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

f.   Belanja 'I\mjangan Alat Kelengkapan DPRD;

9.  Belanja TunjanganAlat kelengkapan Lainnya DPRD;

h.  Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;

i.   Belanja Tunjangan Reses DPRD;

j.   Belanja Pembebanan PPH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

k.  Belanja pembulatan Gaji DPRD;

I.   Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;

in. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD ;
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n.  Belanja Uangjasa Pengabdian DPRD;

(2)   Belanja     uang     representasi     DPRD     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf     a     direncanakan     sebesar

Rp. 792.000.000,00 (Thjuh Rafus Sembtlcm Puhah Dua Juta Rupiatl).

(3)   Belanja     tunjangan     keluarga     DPRD     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     b     direncanakan     sebesar

Ftp. 85.250.000,00 (Delapan Putuh Lina Juta lfuia Ratus Lina Puluh Rtbu Rupicthl .

(4)   Belanja     Tunjangan     beras      DPRD      sebagaimana     dimaksud     pada     ayat      (1)      huruf     c      direncanakan      sebesar

Rp. I 15.500.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Lima Rates Ri,bu Rupiah).

(5)   Belanja      Uang      paket      DPRD      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf      d      direncanakan      sebesar

Ftp. 79 .200.000,00 (T\rfuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupialrty.

(6)   Belanja     Tunjangan     Jabatan     DPRD     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     e     direncanakan     sebesar

Rp. I .155.000.000,00 {Safu Milyar Serafus Lina Puluh Lina Juta Rupian) .

(7)   Belanja   Tunjangan   Alat   Kelengkapan    DPRD    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   f   direncanakan    sebesar

Rp. 58.095.000,00 (I,ina Puhah Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupialo .

(8)   Belanja  Tunjangan  Alat  kelengkapan  Lainnya  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  g  direncanakan  sebesar

Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

(9)   Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h direncanakan

se:besar Rp. 6.615.000.000,00 (Enam MtlyaT Enam Rafus Lima Belas Ju€a Rupiatly.

(10)Belanja     Tunjangan     Reses     DPRD      sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf     i     direncanakan      sebesar

Rp. 1.984.500.000,00 |Safu Mdyar Sembtlan Rafus Delapan ful:uh Empat Juta I,ina Rafus Ribu RapiahD.

(11) Belanja  Pembebanan  PPH  kepada  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf j  direncanakan

sebesar Rp. 3 .570.666,00 (Tiga Juta I;ina Ratus Tujuh Puluh Ribu Bram Rates E:ra:in Puluh ErLam Rupiah) .

(12) Belanja   pembulatan   Gaji   DPRD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   k   direncanakan   sebesar   Rp.   28.573,00

(Dua puluh delapan ribu lima rafus tujuh puluh tiga rupiah| .
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(13) Belanja  tunjangan  kesejahteraan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  1  direncanakan

sehesar  Rp.  6.L45.564.281,00  (Enam  Milyar  Seratus  Empat  Puluh Lima Juta Lina  Rafus  Bram  Puluh Bmpat  Ribu  Dua  Ratus

Delapcm Puluh Safe RupiaH) .

(14)Belanja    Tunjangan    Transportasi    DPRD    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    in    direncanakan    sebesar

F`p. 3.948.300 .000,00 {Tiga Mtryar Sembtlan Rafus Empat Puluh Delapan Juta Thga Rcrfus Ribu Rupialrty.

(15)Belanja    Uang    jasa    Pengabdian    DPRD     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    n    direncanakan     sebesar

Rp. 5.509 .480,00 (Lina Juta Lina Ratus Sembilan Ri,bu Bmpat Rafus Delapan Puluh Rupian| .

Pasal 38

(1)   Anggaran  Gaji  dan  Tunjangan  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  huruf  e  direncanakan  sebesar

Ftp. 682.649.065,00  (Enam Rafus Delapan Puluh Dua Juta Enam Rafus Empat Puluh Sembtlan Rtbu BrLam Puluh I,ina Rupiah,

yang terdiri atas:

a.  Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;

b.  Belanja Tunj.angan keluarga KDH/WKDH;

c.  Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

d.  Belanja Tunjangan beras KDH/WKDH;

e.  Belanja Tunjangan Pph /Tunjangan khusus KDH/WKDH;

f.   Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;

9.  Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;

h.  Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

i.   Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH;

j.   Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
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k.  Belanja lnsentif bagi  KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah;

(2)   Belanja     Gaji      Pokok      KDH/WKDH      sebagaimana     dimaksud      pada     ayat     (1)      huruf     a     direncanakan      sebesar

Rp. 54 .600 .000 ,00 (Lima Puluh Empat Juta Encrm RcrfuLs Ri.bu Rupiah) .

(3)   Belanja    Tunjangan    keluarga    KDH/WKDH    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    b    direncanakan    sebesar

Ftp . 7 .644.000 (Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupidrl) .

(4)   Belanja    Tunjangan    Jabatan    KDH/WKDH    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    c    direncanakan    sebesar

Rp. 98.280.000,00 (Sembilan Puluh Delapon Juta Dua Rafus Delapan Putuh Rlbu Rupiaft).

(5)   Belanja    Tunjangan    beras     KDH/WKDH     sebagaimana    dimaksud     pada    ayat    (1)     huruf    d    direncanakan     sebesar

Rp. 8.400.000,00 (Dezcipan /ufo Empat Rc{fus Rfbtt Rup[.cift).

(6)   Belanja Tunjangan  Pph  /Tunjangan  khusus  KDH/WKDH  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf e  direncanakan  sebesar

Rp. 798.000,00 ( Tujuh Rcrfus Sembi:lan Pul:uh, Delapan Ribu Rupiah) .

(7)   Belanja     Pembulatan     Gaji     KDH/WKDH     sebagaimana    dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    f    direncanakan     sebesar

Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

(8)   Belanja  luran  Jaminan  Kesehatan  bagi  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  g  direncanakan  sebesar

Rp. 6.580.000,00 (Erram Juta Lima Rafus Delapan Puluh Ri,bu Rupiart).

(9)   Belanja  Iuran  Jaminan  Kecelakaan  Kelja  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf h  direncanakan  sebesar

Rp. L54.000,00 (Seratus Lima Puluh Bmpat Ribu Rupiart).

(10) Belanja   Iuran   Jaminan   Kematian   KDH/WKDH   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   i   direncanakan   sebesar

Rp. 434.000,00 (Bmpat Rates Tiga Puluh Empat Ribu Rupiari) .

(11) Belanja insenur KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar

Rp.  481.462.192,00  (Empat Rates  Delapan Puluh Safu Juta Empat Ratus Era:in Pufuh Dua Ri,bu  Seratws  Sembilan Puluh Dua

Rupialt).
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( 12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf k direncanakan

sebesar Rp. 24 .286.87 3 ,00 (Irfua Pul;uh Empat Juta Dua Rafus Delapan Puluh Bram Ribu Delapan Ratus Thajuh Puluh mga Rupicth) .

Pasal 39

(1)   Anggaran  Belanja  Penerimaan  Lainnya  Pimpinan  DPRD  serta  KDH/WKDH  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (1)

tluru£   I direncanakan sebeseir   Rp. 993.120.000,00 {Sembilan Rates Sembilan Puluh Thga Juta Serafus Dua Puhah Ribu Rupiah),

yang terdiri atas:

a.  Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD;

b.  Belanja dana operasional KDH/WKDH.

(2)   Belanja   dana   Operasional    Pimpinan    DPRD    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   a   direncanakan    sebesar

Rp. 393.L20.000,00 (:Figa Rafus Sembilan Putuh Tiga Juta Seratus LhAa Puluh Ribu Rupiah)) .

(3)   Belanja      operasional      KDH/WKDH      sebagaimana     dimaksud      pada      ayat      (1)      huruf     b      direncanakan      sebesar

Rp. 600.000.000,00 {Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 40

(1)   Anggaran   Belanja   Pegawai   BLUD   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33   ayat   (1)   huruf   g   direncanakan   sebesar

Rp. 72.486.LO9.206,OO ('mfuh Putuh Dua Mdyar Brmpat Rafus Delapan Pu:twh Enam Juta Serafus Semhilan Ribu Dua Rafus Bram

Rztp{ah) , yang terdiri atas:

a.  Belanja Pegawai BLUD

(2)   Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.486.109.206,00 (Thgivh ftt!tth

Dua Mdyar Empat Ratus Delapan Pu:lwh Enam Juta Serci,fas Sembtlan Ri.bu Irfua Ratus Bram RupiahiD .
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Pasal 4 1

(1)   Anggaran   belanja   barang   dan  jasa   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   32   ayat   (1)   huruf   b   direncanakan   sebesar

F`p. 513.502.386.683,00 (Lina Rcrfus Tiga Belas Mdyar Lima Rafus Dua Juta ltga Rcrfus Delapan Putuh Bnam Rtbu Encrm Ratus

Delapan Puluh Tiga Rupian| , yang tjerdir± ata:s..

a.  Belanja Barang;

b.  BelanjaJasa;

c.   Belanja Pemeliharaan;

d.  Belanja Perjalanan Dinas;

e.  Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;

f.   Belanja Barang Dan Jasa BOS;

9.  Belanja Barang dan LJasa BLUD;

(2)   Belanja    Barang        sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar    Rp.    88.670.827.597,00

(Delapan Puhah Delapan Mdyar Encm Rctws Tujuh Puluh Juta Delapan Rarfus Dua Pu:tuh Tujuh RIbu I,ina Rafus Sembha;n Pu:hah

Tuf uh REpial®.,

(3)   Belanja    Jasa     sebagaimana    dimaksud     pada    ayat     (1)     huruf    b     direncanakan     sebesar     Rp.     144.081.507.469,00

(Serafus Empat Pu:hah Empat Mdyar Delapan Puluh Safe Juta it:rra Rcrfus Tujuh REu Empat Rafus Eha;in Puluh Sembilan Rupiah).,

(4)   Belanja   Pemeliharaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   c   direncanakan   sebesar   Rp.    18.389.167.342,00

|Delapan Belas  Mkyar Tiga Rafus Delapan Pulwh Sembilan Juta Serafus  Bram Pu:bih Tujuh RI:bu Thga Rci.fas  Bmpat Puluh Dua

Rupially.,

(5)   Belanja   Peljalanan   Dinas   sebagaimaria  dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  d   direncanakan   sebesar   Rp.   54.591.849.466,00

(Irima Puluh Empat Mtlgar I,ina Rafus Sembtlan Pul.uh Safe Juta Delapan Rafus Empat Puluh Sembihan RI:bu Empat Ratus Bnam

ELl:uh Bram Rtwpiah).,
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(6)   Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

t\uru{ e direncanakan sebesar Rp.  33.9\ L.929.857,00  (Thga Puluh Thga Milyar Sembilan Ratrs Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua

Puluh Sembtlan Ribu Delapan Rarfus I,ina Puluh TLefu Rupialrty.,

(7)   Belanja  Barang  dan  Jasa  BOS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f  direncanakan  sebesar  Rp.  74.778.960.168,00

(ThLjuh Pul;uh Empat Mdyar TLefuh Rcrfus Thafuh Pulwh Delapan Juta SerrLbilan Rafus Ena,in Puluh Ri.bu Serafus Enam Put;uh Delapan

Rupially.,

(8)   Belanja  Barang  dan  Jasa  BLUD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf g  direncanakan  sebesar  Rp.  99.078.144.784,00

(Semhilan Puluh Sembtlan Mtkyar TLejuh Puluh Delapan Juta Serci,fas Empat Puluh Brmpct Ribu TLejuh Rafus Delapan Puhah Empat

Rapialrty.

Pasal 42

(1)   Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41  ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.  88.670.827.597,00

(Delapan Puluh Delapan Mdyar Bram Rcrfus Tujuh Puhah Juta Delapan Rci,fas lhra Puluh TLejuh Rtbu Lina Ra,fas Semhilan Pul.uh

Thagivh Rupiah) , yang terdiri atas..

a.  Belanja Barang Pakai Habis;

b.  Belanja Barang Tak Habis Pakai;

(2)   Belanja  Barang  Pakai  Habis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.  88.660.727.597,00

(Delapan P`hih Delapan Mdyar Bnan Ratus Bnam Puluh Juta Turfuh Ratus Dua Put:uh TLejuh Ri:bu I,ina Rafus Sembi:lan Put:uh Thafuh

Rupiah).,

(3)   Belanja  Barang  Tak  Habis  Pakai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.   10.loo.000,00

(Sepuluh Juta Serafus Rtbu Rupially .
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Pasal 43

(1)   Anggaran belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 41  ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp.  144.081.507.469,00

(Serafus Ermpat Puluh Empat Mkyar Delapan Puluh Safe Juta I,ina Rctfus Tujuh Rj,bu Empat Rafus Bnam Puluh Semhilan Rapialtd ,

yang terdiri atas:

a.  Belanja Jasa Kantor;

b.  Belanja Iuran jaminan / Asuransi;

c.  Belanja sewa Tanah;

d.  Belanja sewa Peralatan dan Mesin;

e.  Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f.   Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

9.  Belanja jasa Konsultasi Konstruksi;

h.  Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

i.   Belanja Kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2)   Belanja   Jasa   Kantor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.    93.582.837.490,00

(Sembtlan Puluh Tiga mkyaT Lina Rates Delapan Putuh Dua Juta Delapan Rates Tiga Put:uh Tujuh Ribu Bmpat Rafus Sembilan

PuhahRupiah).,

(3)   Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  19.558.870.078,00

(Semhilan Belas Mdyar hi:rna Rcrfus I,ina Putwh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh ltLhah Ribu Trfuh Puluh Delapan Rupian.,

(4)   Belanja    Sewa    Tanah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    c    direncanakan    sebesar    Rp.    2.000.000,00

(ELa 3uta Rupiah) -,

(5)   Belanja sewa  Peralatan dan  Mesin  sebagalmana dimaksud pada ayat  (1)  huruf d  direncanakan  sebesar  Rp.  6.494.660.008,00

(enam Tndkyar errLpat rafus semhilan puluh empat juta ertam rafus erLam pulwh rtou delapan Rupially.,
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(6)   Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.514.625.000,00

{Lina Mtryar hi:rna Rc[fus Brmpat Belas Juta E;ram Rafus Dua Pu:hah Lina RIbu RupianD.,

(7)    Belanja  Sewa  Aset  Tetap  Lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f  direncanakan  sebesar  Rp.   171.000.000,00

(Seratus Thijuh Pu:hah Satu Juta Rupiali).,

(8)   Belanja |Jasa Konsultasi  Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf g direncanakan  sebesar Rp.  7.670.164.893,00

(Tujuh Mdyar Bnam Ratus Tujuh Pul,uh JutaL Serafus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Rafus Sembtlan Puluh Thga RupianD.,

(9)   Belanja   Jasa    Konsultansi    non    Konstruksi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   h    direncanakan    sebesar

Rp. 3.775.850.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

(10) Belanja Kursus/pelatihan,  sosialisasi,  bimbingan  teknis  serta pendidikan dan  pelatihan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)

t\u:r'\i:I i direncanakan sebesar Rp. 7 .31 I .500.000,00 (Thjuh Milyar Tiga Rates Sebelas Juta Lina Rafus Ribu Rupiah) .

Pasal 44

(1)   Anggaran    Belanja    Pemeliharaan    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    41    ayat    (1)    huruf   c    direncanakan    sebesar

Rp. 18.389.L67 .342,00 (Delapan Belas Mikyar Tiga Rafus Deidpan Puluh Sembtlan Juta Serafus Brram Pul:uh TLejuh Ribu Tiga Rafus

Empat Pitfuh Dlta Rttpt.ch), yang terdiri atas:

a.  Belanja Pemeliharaan Tanah;

b.  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

c.  Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan;

d.  Belanja Pemeliharaan Jalan,Jaringan dan lrigasi;

e.  Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

(2)   Belanja   Pemeliharaan   tanah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar   Rp.   928.000.000,00

(Sembtlcm Rafus Dua Puluh Delapan Juta RupialID.,
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(3)   Belanja   Pemeliharaan    Peralatan   dan    Mesin    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   b    direncanakan    sebesar

Rp.  3.899.501.109,00  (Tiga  Milyar  Delapan  Ratus  Sembilan  Puluh  Sembilan  Juta  Lima  Ratus  Satu  Ribu  Seratus  Sembilan

Rupiah);

(4)   Belanja   Pemeliharaan   gedung   dan   bangunan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c   direncanakan   sebesar

Rp.11.276.748.138,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Thjuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga

Puluh Delapann Rupiah);

(5)   Belanja  Pemeliharaan  Jalan,  Jaringan  dan  lrigasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (I)   huruf  d  direncanakan  sebesar

Rp.  2.233.293.095,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima

Rupiah);

(6)   Belanja    Pemeliharaan    Aset   Tetap    Lainnya    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   e    direncanakan    sebesar

Rp. 51.625.000,00 (Lima Puluh Safu /uca ErLam Rczfus Dttci jinfuh L{mcz Rt.bu Rupiah)

Pasal 45

(1)   Anggaran   belanja   Perjalanan   Dinas   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   41   a.yat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar

Rp. 54.59 L .849 .466,00 (Lina Put;uh Bmpat Mtkyar Lima Rafus Semhilan Putuh Safe Juta Delapan Ratus Empat Put:uh Semhiidn Rtbu

Empct Rafus E7iam ftt!uh Enam RltpiaJrty , yang terdiri atas:

a.  Belanja Peljalanan Dinas Dalam Negeri;

(2)   Belanja    Peljalanan    Dinas    Dalam    Negeri    sebagaimana    dimaksud    pada    a.yat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar

Rp. 54.591.849 .466,00 (Tjina Puluh Bmpat Mikyar Lina Rafus Sembilan Pul:uh Safe Juta Delapan Rafus Empat Puluh Sembilan Ri,bu

Empat Ratrs Encm Putuh Enam Rupialky .
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Pasal 46

(1)   Anggaran  belanja  Uang dan/atau jasa untuk  Diberikan  Kepada  Pihak  Ketiga/Pihak  Lain/Masyarakat  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 33.911.929.857,00 (n.gci jfu!t/h 7lga Mzgar Semb{Zan Rcifus Sebezas Jluta

Sembtlan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapcm Rarfus Lina Puluh Tuft Rupian), yang terdir± alas..

a.  Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;

b.  Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2)   Belanja  Uang  yang  diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/Pihak  Lain/Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

direncai\akan sebesar Rp.  L4.637.701.300,00 {Empat Belas Mdyar Bnam Ratws Tiga Puluh Thafuh Juta TLejuh Rafus Satu Ribu mga

Rafus RupiaHb .

(3)   Belanja  Jasa  yang  diberikan  kepada  Pihak  Ketiga/Pihak  Lain/Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b

direncanakal\ sebesar Rp.19.274.228.557 ,00 {Sembilan Belas Milyar Dua Ratus TLejuh Putuh Bmpat Juta lfuia Rcrfus Dua Puhah

Delapan Ribu Li,incL Rafus Lima Puluh 'm;juh Rupicth) .

Pasal 47

(1)   Anggaran  Belanja  Barang  Dan  Jasa  BOS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41   ayat  (1)  huruf  f  direncanakan  sebesar

T±p. 74 .778.960 . L68,00 ('mjuh Puluh Empat Mdyar Tujuh Rafus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembi.lan Rcrfus Bram Putuh Ribu Seratrs

ErLam P(t!tth De!czpczn Rztpt.CZJD , yang terdiri atas:

a.  Belanja Barang dan Jasa BOS;

(2)   Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a direncanakan sebesar Rp. 74.778.960.168,00 ("givh

Putuh Empat Mdyar Tujuh Rates Thajuh Puluh Delapan Juta Sembtlan Rafus Enan Putwh Ribu Sercrfus Bram Puluh Delapan Rupia" .
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Pasal 48

(1)   Anggaran  Belanja  Barang  Dan  Jasa  BLUD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  ayat  (1)  huruf  g  direncanakan  sebesar

Rp. 99.078.144.784 ,00 (Sembilan Puhah Sembilan Mdyar Tujuh Puluh Delapan Juta Serafus Empat Puluh Empat Ribu TLefuh Rafus

Delapan Putuh Empat Rupialrty yang terdir± alas..

a.  Belanja Barang dan Jasa BLUD;

(2)   Belanja  Barang  Dan Jasa  BLUD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar  Rp.  99.078.144.784,00

(Semhilan Puluh Sembtlan Mtryar TLejuh Puluh Delapan Juta Serafus Empat Pu:tuh Empat Ribu TLejuh Rchrs Delapan Puluh Empat

Rupiah).

Pasal 49

(1)   Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat (1)  huruf c direncanakan sebesar Rp.  8.498.083.516,00

(Delapan Mdyar Bmpat Rafus Semhilan Puluh Delapan Juta DelaparL Puluh Tiga RIbu Lj,rna Ra,fas Enam Belas Rupially, yang tierdiri

atas:

a.  Belanja Bunga;

(2)   Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.498.083.516,00 (Dezcapa7t Mj!gclr Emj?czt

Rafus Sembi:lan Puluh Delapan Juta Delapan Pu:bih Thga RIbu hi:rna Ratus Era:in Belas Rupiahib ,

Pasal 50

(1)   Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  ayat (1) hunrf e direncanakan sebesar Rp.  57.497.853.500,00

(I,inc. Puluh Tujuh Mdyar Brmpat Rctws Sembilon Pu:hah Tufuh Juta Delapan Rafus Ijina Pu:luh Tiga Ribu hima Ratus Rupial®, yang

terdiri atas:

a.  Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
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b.  Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;

c.  Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

(2)   Belan].a    Hibah    Kepada    Pemerintah    Pusat    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar

Rp. 5.710.000.000,00 (Lina Mdyar Thjuh Rafus Sepuluh Juta Rupialrty.

(3)   Belanja Hibah Kepada Badan,  Lembaga,  Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp.  50.135.321.500,00  (Ltmci ftt!uh M.Zgar Serafus 7iga Pitzuh Lfmci /utci 7|ga Ratus

Dua Puluh Satu Ribu hima Rafus Rupially .

(4)   Belanja  Hibah  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar

Rp. 1.652.532 .000 ,00 (Safu rrikyar erLam rctws tina puluh dua juta tina rafus tiga puluh dua ribu rupianq .

Pasal 5 1

(1)    Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.  1.720.000.000,00 (Scifu M.!gar ntjLth Rczfus Ducz ffu!tth /uta RLtp{axp yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

(2)   Belanja   Hibah   Uang   Kepada   Pemerintah   Pusat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar

Rp. \ .720.000.000,00 {Safu Mdyar Thjuh Rafus Dua Puluh Juta Rupich|.

(3)   Belanja   Hibah   Barang  Kepada  Pemerintah   Pusat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan   sebesar

Rp. 3.990.000.000 ,00 (:Ikya Mdyar Sembilan Rafus Sembi:lan Puluh. Juta Rupialrty
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Pasal 52

(1)   Anggaran Belanja Hibah kepada Badan,  Lembaga,  Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan  Hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50  ayat (1)  huruf b direncanakan  sebesar Rp.  50.135.321.500,00  (Lima fttfuh Mjzgar Serafus 7l.gci P{t!t/h

Lima Juta ltga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lina Ratus RupiaH) yang teTdiri ataLs..

a.  Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba,  Sukarela dan Sosial Yang Di Bentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan;

b.  Belanja Hibah kepada Badan dan lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

c.  Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

(2)   Belanja  Hibah  Uang  kepada  Badan  dan  lembaga  Nirlaba,   Sukarela  dan  Sosial  Yang  Di  Bentuk  Berdasarkan  Peraturan

Perundang-Undangan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar    Rp.    2.967.000.000,00

(Irfua Mtryar Sembilan Rafus ErLam Puluh Thjuh Juta RupiaH| .

(3)   Belanja  Hibah  kepada  Badan  dan  Lembaga  Nirlaba  Sukarela  dan  Sosial  Yang  Telah  Memiliki  Surat  Keterangan  Terdaftar

sebagaimana        dimaksud        pada        ayat        ( 1)        huruf        b        direncanakan        sebesar        Rp.        33.799.821.500,00

(Tiga Pu:hah Tiga Mdyar Tujuh Rates Semhilan Putwh Sembtlan Juta Detapan Rafus lfua Putuh Safu Ribu I;i.rna Ra,fas Rapian) .

(4)   Belanja Hibah Uang kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.  13.368.500.000,00  (Tftya Bezas M{.Zgar n.ga Rafus Enam fttfuh Dezapcin /ufo Lima Rafts

Ribu REpiah} .

Pasal 53

( 1)    Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partal Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar E`p. 1.652.532.000,00 (Satu Mikyar Enam Rafus Lina Putuh mia Juta Lina Rafus mga Puluh Dua Ribu Rupiah) yzLus terdiri

atas:
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a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik;

(2)    Belanja Hibah  Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar

Rp. I .652.532.000,00 (Safu Milyar Enam Rates Lira Putuh Dua Juta Lima Rafus Thga Puluh Dua Ri.bu Rupiali) .

Pasal 54

(1)   Anggaran   Belanja   Bantuan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   32   ayat   (1)   huruf   f   direncanakan   sebesar

Rp. L4.487 .950.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Rafus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembtlan Rafus Lina Pubeh Ribu Rupich|, yang

terdiri atas:

a.  Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;

b.  Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya)

(2)   Belanja    bantuan    Sosial    Kepada    lndividu    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

Rp. 680.000.000,00 `Era:in Ratus Delapan Puluh Juta Rupiart).

(3)   Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang lainnya) sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.   13.807.950.000,00  (Tiga  Bezas  Mjlgczr Dezczpcm  Rattts  "jLth /tttcl

SerrLbilc.n Rates I,ina Putuh Rfou Rupiah) .

Pasal 55

(1)   Anggaran  Bantuan  Sosial  Kepada  lndividu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar

Rp. 680.000.000,00 (Encim Rczfus DeJapan f}t!tth /ttfa Rttpt.czJt),  yang terdiri atas:

a.  Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu;

(2)   Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada lndividu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 680 .000 .000 ,00 {Bnam Ratus Delapan Puluh Juta Rupially .
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Pasal 56

(1)   Anggaran   Bantuan   Sosial   Kepada   Irembaga   Non   Pemerintahan   (Bidang   Pendidikan,   Keagamaan,   dan   Bidang   lainnya)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp.  13.807.950.000,00 (7tgci Bezcis Mjzgrczr DeJclpcz7t

Rafus Tujuh Juta SeTrLbilan Rafus Lina Putuh Ribu Rupiaft| , yang terdir± alas..

a.  Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Irembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,  Keagamaan, dan

Bidang lainnya);

(2)   Belanja  Bantuan  Sosial  Uang Yang  Direncanakan  Kepada  I,embaga  Non  Pemerintahan  (Bidang  Pendidikan,  Keagamaan,  dan

Bidang lainnya)  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf a direncanakan  sebesar Rp.  13.807.950.000,00  (Tkya Behas Mtlgclr

Delapan Ratws ThA;juh Juta Sernhilen Rafus Lima Puluh Ribu Rupiah!) .

Pasal 57

(1)   Anggaran       Belanja       Modal       sebagaimana       dimaksud       dalarn       Pasal       31       huruf      b       direncanakan       sebesar

Rp.  443.422.828.134,00  (Bmpat  Rafus  Empat  PLLhah T`iga Mikyar Empat  Ratus  lrfua Puluh Dua Juta  Delapan Rafus  Dua Piituh

Delapan Ribu Serafus Thga Puluh Empat RupiaH) , yang terdir± eLta:s..

a.  Belanja Modal Tanah;

b.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d.  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

f.   Belanja Modal Aset Lainnya.

(2)   Belanja    Modal   Tanah    sebagainana   dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar    Rp.    120.359.900,00

(Seratus lrfua Puluh Juta Tiga Ratus I,ina Puluh Sembihan Ri:bu Semhilan Rafus RiJpiafu .



-45-

(3)    Belan].a Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp.  60.345.176.010,00

(Bram Puluh Mikyar Tiga Rc[fus Empat Pul:uh Lj.rna Juta Serafus Thjuh Puluh E:ra:in Ri:bu Sepuluh RapiaHd .

(4)   Belanja    Modal    Gedung    dan    Bangunan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    c    direncanakan    sebesar

R.p. 74.60L.364.024,00  |TLejuh Puhah Bmpat Mdyar Enam Rates  Safe Juta Tiga Ratus Enam Pul:uh Empat Ribu Dua Puluh Empat

REpially.

(5)   Belanja   Modal   Jalan,   Jaringan   dan       Irigasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar

F`p. 304.659.593.225,00 (Tlya Rafus Bmpat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembtlan Juta I,ina Rafus Sembtlan Puluh Tkya Ribu

Dua Rafus Dua Puluh I,ina Rupialt| .

(6)   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.568.741.202,00 (nga

Mtryar I,ina Rafus BrLcm Pwhi.h Delapan Juta Tujuh Rafus ErrLpat Pul,uh Safu Ribu Dua Rchrs Dua Rupiah) .

(7)   Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf f direncanakan  sebesar   Rp.  127.593.773,00  (Serofus

Dua Puluh TLefuh Juta Li.rna Ratus Sit3mbi.lan Pulwh Tiga Ribu Tujuh Rci,fas TLejuh Puluh Tiga RupichD)a .

Pasal 58

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   Tanah    sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   57   Ayat   (1)    hunrf   a   direncanakan   sebesar

Rp. L20.359 .900,00 (Serc.fas Dua futuh Juta Tiga Rafus Lima Puluh Semhilan Ribu Sembilan Rafus Rupialrty , yam:8 terdiri alas..

a.  Belanja Modal Tanah BLUD;

(2)   Belanja   Modal  Tanah   BLUD   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a  direncanakan   sebesar   Rp.   120.359.900,00

(Serafus Dua Puluh Juta Tiga Ratus it:rna Puluh Sembilan Ribu Sembi:lan Ratus Rupiah).
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Pasal 59

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  57  Ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar

Rp. 60.345.176.0+0,00 {Bnam Puluh Mdyar Tiga Rafus Empat Puluh Li,rna Juta Seratws TLejuh Puluh Bnam Ribu Sepuluh RupiaHD

yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal  Alat Besar;

b.  Belanja Modal Alat Angkutan;

c.  Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur;

d.  Belanja Modal Alat Pertanian;

e.  Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;

f.   Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;

9.  Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;

h.  Belanja Modal  Alat Laboratorium;

i.   Belan].a Modal Komputer;

j.   Belanja Modal Alat Eksplorasi;

k.  Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, Dan Pemumian;

1.   Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi;

in. Belanja Modal Alat Keselamatan Kelja;

n.  Belanja Modal Rambu-Ralnbu;

o.  Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS;

p.  Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.

(2)   Belanja   Modal  Alat   Besar   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar   Rp.   2.337.117.600,00,

(Ifua Mdyar Tiga Ratus Tiga Put;uh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Bram Rafts Rupialrty.,

(3)   Belanja  Modal  Alat  Angkutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  direncanakan  sebesar  Rp.  2.256.774.000,00
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{Dua Milyar Dua Ratus Lima Pul;uh, Ertam Juta 'mjuh Ratus TLejuh Put,uh Bmpat Ribu Rupiali).,

(4)   Belanja   Modal   Alat   Bengkel   Dan   Alat   Ukur   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   c   direncanakan   sebesar

Rp. ±15.904.762,00 (Seratws Lima Belas Juta Sembtlcrm Rafus Bmpat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupidr®.,

(5)   Belanja   Modal   Alat   Pertanian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  d   direncanakan   sebesar   Rp.   64.768.000,00

(Enam Puluh Empat Juta Tujuh Rafus Bram Pul:uh Delapan Rtbu Rapiali).,

(6)   Belanja   Modal   Alat   Kantor   Dan   Rumah   Tangga   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  e   direncanakan   sebesar

R.p. 3.232.493.906,00 (Thga Mikyar lfua Rafus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembtlcm Puluh 'Itga Ribu Sembtlan Ratws Encm

Ftwpiah).,

(7)   Belanja  Modal  Alat  Studio,  Komunikasi  Dan  Pemancar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf f direncanakan  sebesar

F±p. 480.1L3.440,00 (Empat Rafts Delapan Puluh Juta Serafus Tiga Belas Ri,bu Empat Ratus Bmpat Puluh Rupiali|.,

(8)   Belanja   Modal   Alat   Kedokteran   Dan   Kesehatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  g   direncanakan   sebesar

Rp. 9 .041.023 .364 ,00 (Sembilan Mkyar Bmpat Puluh Safe Juta Dua Puluh 'Ikya Ri,bu Tiga Rafus ErLam Puluh Empat Rupiah).,

(9)   Belanja  Modal Alat  Laboratorium  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf h  direncanakan  sebesar  Rp.  2.888.356.431,00

(Dua Mtlgar DelaparL Ratus Delapcm Puluh Delapcm Juta Tiga Ratus LiTrLa Puluh Bnam Ribu Empat Rafus Tiga Puluh Satu Rupiah).,

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.16.249.531.240,00 (Enam Bezas

Mdyar Dua Rafus Empat Pul;uh Sembtlan Juta I,ina Rafus Tiga Puhah Safe Ribu Dua Rafus Bmpat Puluh Rupially .

(11) Belanja   Modal  Alat   Eksplorasi   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  j   direncanakan   sebesar   Rp.10.320.200,00

{Sepuluh Juta Tiga Rafus lfuia Puluh Ribu Dua Ratus Rupialrty .

(12) Belanja Modal Alat Produksi,  Pengolahan, dan Pemumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp. 23.000.000,00 (ELa Puhah Thga Juta Rupiati|.

(13) Belanja  Modal  Alat  Bantu  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf 1  direncanakan  sebesar  Rp.  2.820.000,00

{Ifua Juta Delapan Rafus Dua Puluh Ribu RupialL).
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(14) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf in direncanakan sebesar Rp.  70.378.000,00

('mjuh ELl:uh Juta 'Itga Rcrfuis Thi,juh Pul.uh Delapan Ri.bu RIj,pially .

(15) Belanja   Modal   Rambu-Rambu   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  n   direncanakan   sebesar   Rp.125.500.000,00

(Serafus Dua Puluh Lina Juta Lina Rafus Ri:bu Rupiah) .

(16)Belanja    Modal    Peralatan    Dan    Mesin    BOS    sebagaimana   dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   o    direncanakan    sebesar

Rp. 8.488.9 L8.530,OO {Delapan Mdyar Empat Rafus Delapan Pu:hah Delapan Juta Sembilan Rafus Delapan Belas Ribu Lina Ratus

Tiga ELluh REpialt|.,

(17)Belanja   Modal   Peralatan    Dan    Mesin   BLUD    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)    huruf   p   direncanakan    sebesar

Ftp.  14.958.156.537 ,00 {Empat Belas Mdyar Semhilan Ratus Lha. Puluh Delapan Juta Seratus Lina Puluh Enam Ribu Li:rna Rafus
'Itga Puluh 'mjuh Rupial® .

Pasal 60

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   Alat   Besar   sebagaimana   dimaksud   dalarn   Pasal   59   Ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar

Rp. 2.337 .117 .GOO,00, (Dua Mdyar Thga Rafus 'Itga Pu:hah Thijuh Juta Seratus Tujuh, Belas Ribu Enam Rcl,fas Rupiah) , yang terdiri

atas:

a.  Belanja Modal Alat Besar Darat;

b.  Belanja Modal Alat Bantu;

(2)   Belanja  Modal  Alat  Besar  Darat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  1.037.874.400,00

(Safe Mkyar Tiga Puluh TLefuh Juta Delapan Rafus Tujuh Puluh Bmpat Rj,bu Bmpat Rafus Riapianb.,

(3)   Belanja   Modal  Alat  Bantu   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (1)   humf  b   direncanakan   sebesar   Rp.   1.299.243.200,00

(Sati Mdyar Dua Ratus Sembi;lan Put;uh Sembilan Juta Dua Rafus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Rafus Rupialtb.
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Pasal 6 1

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Angkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)   huruf  b  direncanakan  sebesar

Ftp. 2.256.774.000,00 (Irfua Mdyar Dua Rafus Lina Putuh Enam Juta TLejuh Rafus TLejuh Puluh Empat Ribu Rupiah), yeLng terdiri

atas:

a.  Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;

(2)   Belanja   Modal   Alat   Angkutan   Darat   Bermotor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

F€p. 2 .256 .774 .000 ,00 (Dua Milyar lfua Rafus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Rafus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiafl4 .

Pasal 62

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Bengkel  dan  Alat  Ukur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)  huruf c  direncanakan

sebesar Rp.  L15.904.762,00  {Seratws Lima Belas Juta Sembtlan Ratu.s Bmpat Ribu Thfuh Rafus Bnam Puluh Dua Rupiah), yang

terdiri atas:

a.  Belanja Modal Alat Bengkel bermesin;

b.  Belanja Modal Alat Bengkel tak bermesin;

c.  Belanja modal alat ukur;

(2)   Belanja  Modal Alat Bengkel bermesin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan  sebesar Rp.  41.638.600,00

(Empat Pu:hah Satu Juta Era:in F`atii:s Tiga Puhah Delapan Ribu Bnam Ratus Rupiah).

(3)   Belanja    Modal   Alat   Bengkel   tak   bermesin    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)    hunrf   b    direncanakan    sebesar

Rp. 18.338.462 ,00 {Delapan Belas Juta Tiga Rafus Tiga Pull:uh Delapan Ribu Empat Rafus Bram Puluh Dua Rupialky .

(4)   Belanja   Modal   Alat   Ukur   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c   direncanakan   sebesar   Rp.   55.927.700,00

{Lina Puluh Lima Juta Sembitan Ratus Dua Puluh 'mjuh Ribu Tujuh Ratus Rupial® .
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Pasal 63

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Pertanian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)   huruf  d  direncanakan  sebesar

Rp. 64 .768 .000 ,00 (Bnam Puluh Empat Juta TLefuh Ratus Bnam Puluh DelaparL Ribu Rupiah) , yeLng terdhi alas..

a.  Belanja Modal Alat Pengolahan;

(2)   Belanja  Modal  Alat   Pengolahan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan   sebesar  Rp.   64.768.000,00

(Bnam Puluh Bmpat Juta Tujuh Rctfus Bnam Puluh Delapan Rtbu Rupiah).

Pasal 64

(1)   Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 59 Ayat (1) huruf e direncanakan

sebesal Ftp. 3.232.493.906,00 (Tiga Mtryar Dua Rafus 'Itga Putuh Dua Juta Bmpat Ratus Sembha;n Pu:hah Tiga Ribu Sembilan Rafus

Encim RLtp{.aft), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Alat Kantor;
q\

b.  Belanja Modal Alat Rumah Tangga;

c.  Belanja Modal Meja dan Kursi Kelja/Rapat Pejabat;

(2)   Belanja   Modal   Alat   Kantor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar   Rp.   361.177.840,00

(Tiga Rafus Bnam Puluh Safe Juta Seratus ftyuh Put;uh Tlrfuh Rtbu Delapan Raius Bmpat Pul:uh Rupiarty .

(3)   Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebczgat.mama dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan  sebesar Rp.  2.675.663.066,00

{lhia Mdyar Brram Rafus Tujuh Puhah I,i,rna Juta Encm Ratus Enam Putuh Tiga Ribu Bram ELl;uh Bram Rupidrly .

(4)   Belanja  Modal    Meja  dan  Kursi  Kerja  /  Rapat  Pejabat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar

Rp. L95.653.000,00 (Seratus Sembtlan PuluhLLma Juta Brram Ratus Lina Puluh Tiga Rivu Rupiah).
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Pasal 65

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Studio,  Komunikasi  dan  Pemancar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)  huruf  f

direncanckan sebesar Rp.  480.113.440,00 (Empat Ratus Delapan Putuh Juta Serafus Thga Belas Ribu Empat Rafus Empat Puluh

Rttpt.czft), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Alat Studio;

b.  Belanja Modal Alat Komunikasi;

(2)   Belanja   Modal   Alat   Studio   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar   Rp.   409.469.800,00

|Empat Rafus Sembtlan Juta Empat Rafus Encun Puluh Sembilan Ri,bu Delapan Rafus Rupianb.,

(3)   Belanja  Modal  Alat  Komunikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  b   direncanakan   sebesar  Rp.   70.643.640,00

('mjuh Pul;uh Juta ErLam Rates Bmpat Puluh Tiga Ri.bu Enam Ratus Empat Puluh RupiaH).,

Pasal 66

(1)   Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar  Rp.  9.041.023.364,00  (Sembtlcm  Mdyar  Empat  Puluh  Safu  Juta  Dua  Puluh Thga  Ribu  Tkya  Ratus  Bnam  Puluh  Bmpat

Rup{.ah), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Alat Kedokteran;

b.  Belanja Modal Alat Kesehatan umum.

(2)   Belanja  Modal  Alat  Kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.  5.591.169.964,00

(Lima Mikyar Li,rna Rafus Sembilan Puluh Safe Juta Seratus Enam Pul;uh Sembtlcm Ribu Sembilan Rafus Enam Puluh Empat Rupidh).

(3)   Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebqgdimanci dimaksud pada a.yat (1) huruf b direncanakan sebesa Rp. 3.449.853.400,00

(dya Tnikyar empat rafus empat puluh sembilan juta delapan rafus I;ina puluh tiga ribu em,pat rafus Rupiah).
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Pasal 67

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Laboratorium  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)  huruf h  direncanakan  sebesar

Rp. 2.888.356.431,00 (lrfua Mdyar Delapan Rafus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Rafus hi:inn Puluh BrLam Ribu Empat Rafus Thga

Puluh Satu Rupidh), yang terdiri ataLs ..

a.  Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;

b.  Belanja Modal Alat Peraga Praktek sekolah;

(2)   Belanja    Modal    Unit    Alat    Laboratorium    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)     huruf    a    direncanakan    sebesar

Rp. 2.854.794.931,00 (Iha Mdyar Delapan Rafus Lina Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembtlan Puluh Empat Ribu Sembi:lan Rctws

Tiga Puluh Sate Rupially .

(3)   Belanja   Modal   Alat   Peraga   Praktek   Sekolah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   b   direncanakan   sebesar

Rp. 5.533.000,00 (I,ina Juta Lima Ratus Thga Puluh 'Itga Ribu Rupiah).

Pasal 68

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   Komputer   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   59   Ayat   (1)   huruf   i   direncanakan   sebesar

Rp.  16.249.531.240,00 (Bncm Belas Mkyar Dua Rafus Empat Puluh Sembilan Juta I,ina Ratus Thga Putuh Satu Rtbu Dua Ratus

Empat Putuh Rupieh| , yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Komputer Unit;

b.  Belanja Modal Peralatan Komputer;

(2)   Belanja  Modal  Komputer  Unit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.   15.315.973.442,00

(Li:rna Belas Milyar Thga Rafus lji:rna Belas Jute Sembila;n Rafus TLejuh Puluh T¥ga Ribu Bmpat Rafus Empat Puluh Dua Rupiarty .
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(3)   Belanja  Modal  Peralatan  Komputer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.  933.557.798,00

(Sembtlan Rcrfus Tiga Fuluh Tiga Juta Lima Rafus Lima Fhal:uh Thfuh Ribu TLefuh Rafus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 69

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Alat  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)   huruf j   direncanakan   sebesar

Rp. LO.320.200,00 (Sepuluh Juta Tiga Rafus Dua Puluh Ribu Dua Rates Rupidrt) , yang terdiri a[taLs..

a.  Belanja Modal Alat Bksplorasi Geofisika;

(2)   Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.  10.320.200,00

{Sepuluh Juta Tiga Ratus Irfua Puluh Ribu Dua Rafus RupiaHb .

Pasal 70

(1)   Anggaran  Belanja  Modal Alat  Produksi,  Pengolahan  dan  Pemurnian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)  huruf k

direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (D{ta P[tzt/h 7tga /ztfa Rupiah), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Sumur;

(2)   Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan  sebesar Rp.  23.000.000,00  (D{ta fttztth Tkya

Juta REpich,).

Pasal 7 1

(1)   Anggaran Belanja Modal Alat Bantu  Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 59 Ayat (1)  huruf I direncanakan sebesar

Rp. 2.820.000,00 (Lhi.a Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiarty, yang terdiri aha:s..

a.  Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
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(2)   Belanja  Modal  Alat  Bantu  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  2.820.000,00

(ELa Juta Delapan Rafus Dua Puluh Ribu Rupiah,).

Pasal 72

(1)   Anggaran Belanja Modal Alat Keselalnatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf in direncanakan sebesar

F`p. 70 .378.000 ,00 ('Thjuh Puluh Juta Thga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu RupianD , yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Alat Pelindung;

b.  Belanja Modal Alat SAR.

(2)   Belanja   Modal   alat   Pelindung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesa]-   Rp.   8.500.000,00

(Delapan Juta I,ina Ratus Ribu Rupially .

(3)   Belanja   Modal   Alat   SAR   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   b   direncanakan    sebesar   Rp.    61.878.000,00

(Bnam Puluh Safe Juta Delapcm Rafus Tujuh Puluh Delapan Ribu RupialtD .

Pasal 73

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Rambu-Rambu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)   huruf  n  direncanakan  sebesar

Rp. \25.500.000,00 {Seratus ltia Puhah Lina luta Lima Ratus Ribu Rupiart), yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu lintas Darat;

(2)   Belanja   Modal   Rambu-rambu   lalu   lintas   darat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar

Rp. 125.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Lina Juta Lina Ratus Ribu Rupialty.
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Pasal 74

(1)   Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf o direncanakan sebesar

Rp. 8.488.918.530,00 (Delapan Mdyar Bmpat Rafus Delapan Puluh Delapan Juta Sembtlan Rafus Delapan Belas Ri:bu I,ina Rafus

Tkya Putuh Rupiah) , yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

(2)   Belanja    Modal    Peralatan    dan    Mesin    BOS    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

Etp. 8.488.918.530,00 (Delapan Mdyar Empat Rafts Delapan Puluh Delapan Juta Sembtlan Rafus Delapan Belas Ribu I,ina Rafus

Tiga Puluh, ELpiali) .

Pasal 75

(1)   Anggaran  belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin  BLUD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  Ayat  (1)  huruf p  direncanakan

sebesar Rp. 14.958.L56.537 ,00 {Empat Belas Mlyar Sembilan Rafus Lina Puluh Delapan Juta Serafus Lima Puluh Brram Ribu Lima

Rafus ltga Putuh Turfuh Rupiah) , yang terdiri a:tas..

a.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

(2)   Belanja   Modal   Peralatan   dan   Mesin   BLUD    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp. 14.958.156.537 ,00 (Bmpat Belas Mdyar Sembilan Rafus Li:rna Pu:luh Delapan Juta Seratus I,i:rna Pul.uh Enam Ribu I,ina Rafus

Tiga Puluh Tujuh Rupially .

Pasal 76

(1)   Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57  Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 74.601.364.024,00 ('mjuh Puhah Empat Mtlgar Enam Ratus Safe Juta Tiga Rafus Enam Puluh Bmpat Rtbu Dua Pul:uh Empat

Rztpicih) , yang terdiri atas:
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a.  Belanja Modal Bangunan Gedung;

b.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;

(2)   Belanja Modal Bangunan  Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar Rp.  65.925.891.024,00

(Enam Puluh Lina Mdyar Sembtlan Rafus Dua Puluh I,ina Juta Delapan Rates Sembilan Puluh Safe Ribu Dua Puluh Empat Rupialrty.

(3)   Belanja   Modal   Gedung   dan   Bangunan   BLUD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp. 8.675.473 .000 ,00 {Delapan Mkyar E:ra:in Rafus Tujuh Puluh Lina Juta Bmpat Rafus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) .

Pasal 77

(1) Anggaran  belanja  Modal  Bangunan  Gedung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  Ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar

Rp. 65.925.891.024,00 (EnaTrt Puluh Lima Mtlyar Sembtlan Rcrfus Dua Puluh Lina Juta Delapan Rafus Sembilcm Puluh, Safu Ribu Dua

Puhah Bmpat Rupiah) ,  yang terdiri alas..

a.    Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;

(2) Belanja   Modal   Bangunan   Gedung  Tempat   Kerja      sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a   direncanakan   sebesar

T±p. 65.925.89 I .024 ,00 (Encm Puluh I,i,rna Mdyar Sembilan Rafus Dua Puluh Lina Juta Delapan Rafus Sembtlan ful:uh Safe R{bu Dua

puluh Bmpat Rupialtb .

Pasal 78

(1)   Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1)  huruf b direncanakan

sebesar Ftp. 8.675.473.000,00 {Delapan Mdyar E:ra:in Ratus Thjuh Puluh hi:rra Jute Empat Rafus Thjuh Putuh Tlga Ribu Rupiarty,

yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
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(2)   Belanja   Modal   Gedung   dan   Bangunan   BLUD   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp. 8.67 5.47 3.000 ,00 (Delapan Mikyar ErLctm Rafus Thfuh Puluh Lina Juta Empat Rafus Thjuh Puhah Tiga Ribu Rupicirly .

Pasal 79

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Jalan,  Jaringan,  dan  lrigasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  Ayat  (1)  huruf d  direncanakan

sebesar Rp. 304.659.593.225,00 \Thga Ratus Bmpat Mikyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lina Rafus Sembilan Puluh Thga

Ribu Dua Ratus Dua Puluh LincL Rupiart) , yang terdiri afas..

a.  Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b.  Belanja Modal Bangunan Air;

c.   Belanja Modal Instalasi;

d.  Belanja Modal Jaringan;

e.  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

(2)   Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.730.120.896,00

(lfua Ratus Bmpat Pul;uh Empat Mdyar Thjuh Ratus Thga Puhah Juta Seratus lha, Puluh Ribu Delapan Rafus Sembtlan Puluh ErLam

REpiafty.

(3)   Belanja  Modal  Bangunan  Air  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  humf  b  direncanakan  sebesar  Rp.  51.361.766.329,00

(I,ina Puluh Safe Mkyar Tiga Ratus Enam Puluh Safe Juta TLejuh Ratus EnarL Puluh Bram Rtou Thga Ratus Dua Pu:hah Sembilan

REpiaH).

(4)   Belanja   Modal   Instalasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   c   direncanakan   sebesar   Rp.   6.410.456.000,00

|Eram Mkyar Empat Rafus Sepuluh Juta Empat Rctws hi:rra Pu:bj.h Enam RIbu Rupidrly .

(5)   Belanja   Modal   Jaringan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   humf   d   direncanakan   sebesar   Rp.    1.920.250.000,00

{Safu Mdyar SeTnbi:lan Rafus Dua Puluh Jute Dua Rates I,ima Puluh Ribu RiJp€ah.
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(6)   Belanja  Modal  Jalan,   Jaringan,   dan   Irigasi  BLUD   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   huruf  e  direncanakan   sebesar

Rp . 237 .000 .000 ,00 (Irfua Rafus Ilga Pul.uh Ttlfuh Juta RupiahiD .

Pasal 80

(1)   Anggaran  Belanja Modal Jalan  dan Jembatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  Ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar

E`p.  244.730.120.896,00  (lrfua Rafus  Empat Puluh Empat Mikyar Tufuh Rafus Thga Puluh Juta Serafus  Dua Putuh Ribu Delapan

Rafus Sembilcm Putuh Bnam Rupiarty yang terdir± alas..

a.  Belanja Modal Jalan;

b.  Belanja Modal Jembatan;

(2)   Belanja   Modal   Jalan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.    243.430.120.896,00

(ELa Rcl.tws Bmpat Pilhah 'Itga Mdyar Bmpat Rcrfurs 'Itga Puluh Juta SeTafus Dua Puluh Ribu Delapcm Ratus Sembtlan Puluh Enam

Rupialtl.

(3)   Belanja   Modal   Jembatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b   direncanakan   sebesar   Rp.   1.300.000.000,00

(Safe Mdyar Tlga RafuLs Juta RupiaHb .

Pasal 8 1

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Bangunan  Air  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  79  Ayat  (1)   huruf  b  direncanakan  sebesar

Rp. 51.361.766.329 ,00 {Lima Puhah Sate Mkyar ltga Ratus Bnam Puluh Safe Juta Thrfuh Ratus Enam Puluh Erram Ribu Tiga Ratus

Dua Putuh Sembilan Rupiah Rupiah)  yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Bangunan Air lrigasi;

b.  Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
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(2)   Belanja     Modal     Bangunan    Air     Irigasi     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    a     direncanakan     sebesar

Rp. 5.007 .9 +4.545,00 (Lina Mdyar 'mfuh Juta Sembi.lan Rafus Empat Belas Ribu Lima Rafus Empat Puluh Lima Rupiah).

(3)    Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan sebesar Rp.  46.353.851.784,00

(Empct Fhal,uh Ena,in Mikyar 'Itga Rafus Lira Puluh Thga Juta Delapan Rcrfus Lina. Pu:hah Safe RI:bu Tuju:h Rcrfu,s Delapan Pul:uh Bmpat

Rupially.

Pasal 82

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   lnstalasi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   79   Ayat   (1)   huruf   c   direncanakan   sebesar

Rp. 6.4±0.456.000,00 (Brram Mikyar Bmpat Rafus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Bnam Ribu Rupian) , yang terdir± alas..

a.  Belanja Modal instalasi Air Bersih/air Baku;

b.  Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;

(2)   Belanja   Modal   Instalasi   Air   Bersih/Air   Baku   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

F€p. 6.057 .056.000 ,00 (E:ra:in Mdyar I,ina Puluh 'mju:h Juta Lina Puluh Enam Ribu Rupiah).,

(3)   Belanja   Modal   Instalasi   Pengolahan   Sampah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   hunif   a   direncanakan   sebesar

Rp. 335.000.000,00 {Thga Ratus Thga Puluh Lima luta Rupiah)).,

Pasal 83

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   LJaringan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   79   Ayat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar

Rp. 1.920.250.000 ,00 `Satw Mtlyar Sembtlan Rafus Dua Puluh Jute Dua Ratus Lina Puluh Ribu Rupiah) , yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya;

(2)   Belanja   Modal   lnstalasi   Air   Bersih/Air   Baku   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp. 1.920 .250 .000,00 (Safe Mikyar Sembtlan Rci.fas lrfua Puluh Juta Dua Rafus Lina Puluh Rj,bu RupiaH .
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Pasal 84

(1)    Anggaran  Belanja  Modal  Jalan,  Jaringan,  dan  Irigasi  BLUD  sebagaimana  dimaksud  Pasal  79  ayat  (1)  huruf e  direncanakan

sebesar Rp. 237.000.000,00 (mci Rafus 7igcz jirztth Tujuh Jltttci Rttpt.cih), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Jalan, LJaringan, dan Irigasi BLUD;

(2)   Belanja  Modal  Jalan,   |Jaringan,   dan  Irigasi  BLUD   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  direncanakan   sebesar

Rp. 237 .000 .000 ,00 (Irfua Rcrfus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupially .

Pasal 85

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Aset Tetap  Lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  Ayat  (1)  huruf e  direncanakan  sebesar

Rp.  3.568.741.202,00  {Tiga Mikyar Lima Ra,fas  BrLam  Puluh Detapan Juta TLejuh Rafus  Empat Puhah Safe Ri.bu Dua Rafus Dua

Rztpz.ah), yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

b.  Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayan/01ahraga;

c.  Belanja Modal Tanaman;

d.  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

e.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

f.   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

(2)   Belanja  Modal  Bahan  Pelpustakaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.  134.500.000,00

(Serafus Thga Pul:uh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rixpiafl| .

(3)   Belanja  Modal  Barang  Bercorak  Kesenian/Kebudayan/01ahraga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan

sebesar Rp. 393.000.000,00 (|Tga Rafus Sembilan Puluh ltga Juta Rupiah|.
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(4)   Belanja   Modal   Tanaman    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   c   direncanakan   sebesar   Rp.    180.000.000,00

(Serafus Delapan Pu:hah Juta RupianD .

(5)   Belanja  Modal Aset Tidak Berwujud  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf d  direncanakan  sebesar  Rp.  394.899.900,00

(Tiga Rates Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembtlan Ribu Sembtlcm Rafus Rupialrty.

(6)   Belanja    Modal    Aset    Tetap    Lainnya    BOS    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    e    direncanakan    sebesar

Rp. 2.096.341.302,00 (Dua Milyc.r Sembilan Puhah Enam Juta Tiga Rates Empat Pul;uh Safe Ribu Thga Rafus lfua Rupiah) .

(7)   Belanja    Modal    Aset    Tetap    Lainnya    BLUD    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   f   direncanakan    sebesar

Rp. 370 .000 .000 ,00 (Tiga Ratus Thjuh Puluh Juta Rupiah) .

Pasal 86

(1)   Anggaran  Belanja Modal Bahan  Perpustakaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  84 Ayat  (I)  huruf a direncanakan  sebesar

Rp. L34.500.000,00 (Seratus Tiga Puluh Bmpat Juta Lima Rates Ribu Rupiatt) yang terdlri alas..

a.  Belanja Modal Bahan Perpustakaan tercetak;

b.  Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro;

(2)   Belanja   Modal   Bahan   Perpustakaan   tercetak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar

Rp.  15.000.000,00 |Lima Belas Juta Rupiarty.

(3)   Belanja Modal Barang Perpustakaan Terekam dan bentuk Mikro  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b direncanakan

sebesar Rp. 1 L9.500.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Rc.fas Ribu Rupiah)
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Pasal 87

(1)   Anggaran  Belanja  Modal  Barang  Bercorak  Kesenian/Kebudayaan/Olahraga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  84  Ayat  (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.000.000,00 (n.gcz Rafus Sembtlcm PitJtth TYgci /wfci Rztpi.ah) yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Barang bercorak Kesenian;

b.  Belanja Modal Barang Alat Bercorak Kebudayaan;

(2)   Belanja    Modal    Barang    bercorak    Kesenian    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

F`p. 383.000.000,00 (Tiga Rafus Delapan Puhah Tiga Juta Rupiah) .

(3)   Belanja  Modal   Barang  Alat  Bercorak  Kebudayaan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  b  direncanakan   sebesar

Rp.  LO.000.000,00 (Sapuluh Juta Rupiah).

Pasal 88

(1)   Anggaran   Belanja   Modal   Tanaman   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   84   Ayat   (1)   huruf   c   direncanakan   sebesar

Rp.  180.000.000,00 (Serofus Enam J}thah /u€a Rztp].aJrty yang terdiri atas:

a.  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

(2)   Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar  Rp.  180.000.000,00

{Seratus Delapan Puluh Juta Riipiah) .

Pasal 89

(1)   Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  84 Ayat  (1)  huruf d  direncanakan  sebesar

Rp. 394.899.900,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rtbu Sembilan Rafus Rupiatly

yang terdiri atas:
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b.  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

(2)    Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 394.899.900,00 (7lkyc{

RcrfuLs Sembilan Puhah Empat Juta Delapan Rafus Sembtlan Puluh Sembilan Ribu Serr.bilan Ratus RupianD.

Pasal 90

(1)   Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp. 2.096.341.302,00  (Dua Mtryar Sembtlan Pul;uh Era:in Juta Thga Ratus Empat Puluh Safu Ribu ltga Rafus Dua Rupiah), yang

terdiri atas:

a.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya B0S;

(2)   Belanja    Modal    Aset    Tetap    Lainnya    BOS    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

Rp. 2.096.341.302,00 (ELa Mdyar Semhilan Puhah Bram rfuta Thga Rafus Empat Puluh Safe Ribu Tiga Rafus Dua Rupiarty.

Pasal 9 1

(1)   Anggaran belan].a Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus TLerfuh Puluh Juta Rupiarty yang terdiri alas..

a.  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD;

(2)   Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 370.000.000,00

(Tiga Rafus Thajuh Puluh Juta Rupidrky .
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Pasal 92

(1)   Anggaran   belanja   Modal   Aset   Lainnya   sebagaimana   dimaksud   dalanl   Pasal   57   Ayat   (1)   huruf  f  direncanakan   sebesar

F`p.  L27 .593.773,00 (Seratus Dua Purfuh Thjuh Juta Lina Rafus Sembilan Puluh Thga Ribu TLejuh Rafus Tujuh Puluh ltga Rupialrty

yang terdiri  atas:

a.  Belanja Modal Aset Lainnya BLUD;

(2)    Belanja  Modal  Aset  Lainnya  BLUD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan  sebesar  Rp.   127.593.773,00

(Sercrfus Dua Pulirh T\iju:h Juta I,ina Rcl,fas Sembi,lan Pul:uh Tiga RIbu 'mjuh Rci,fas 'mjuh Pu:hah 'Itga. Rupiah) .

Pasal 93

(1)   Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31  huruf c direncanakan sebesar Rp.  10.000.000.000,00

( SeptJZzJh Mj!gczr Rttpt.ci7t) , yang terdiri atas :

a.  Belanja Tidak Terduga;

(2)   Belanja   Tidak   Terduga   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a   direncanakan   sebesar   Rp.    10.000.000.000,00

(Sepuluh Mkyar Rupialrty .

Pasal 94

(1)   Anggaran      Belanja      Transfer      sebagaimana      dimaksud      dalam      Pasal      31      huruf      d      direncanakan      sebesar

Rp. 490.422.5176.825,00   (Bmpat Ratus Sernhilan ful;uh Mikyar Bmpat Ratus Dua Puhah Dua Jute I,ina Rafus Tufuh Puluh Erram

Ribu Delapan Rafus Dua Puluh I,ira Rupiahib , yang terdiri alas..

a.  Belanja Bagi Hasil;

b.  Belanja Bantuan Keuangan;
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(2)    Belanja Bagi  Hasil  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar Rp.11.095.956.325,00  (Sebezc{s M.dyar

Sembilan Putuh I,ina Juta Sernbtlan Rates I,ina Puluh Brvam Ri:bu Tlga Ratus lrfua Puluh hima Rupialb .

(3)   Belanja      Bantuan       Keuangan       sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1)       huruf      b      direncanakan       sebesar

Rp. 479.326.620.500,00 (Bmpat Rafus TLefuh Puluh SeTnbi,lan Mkyar Tiga Rci,fas Dua Puluh Bnam Juta Erram Rafus Dua Pul;uh Ribu

Lina Rafus ELpich,).

Pasal 95

(1)   Anggaran    Belanja    Bagi    Hasil    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    94    ayat    (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

Rp.  11.095.956.325,00 (Sebelas Milyar Sembilan Puluh Lina Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rtbu Thga Rafus Dua Puluh

Lt.rna Rttpl.a7l) yang terdiri atas:

a.  Belan].a Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa;

b.  Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa;

(2)   Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah  Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a

direncanalzan sebesar Rp. 9.357.580.173,00 (Sembilan Milyar Thga Rafus Lino Putuh Tufuh Juta hima Rafus Delapan Putuh Ribu

Serafus Tujuh Puluh Tiga RupialdD .

(3)   Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah  Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b

direncanakan se:besar Rp.  1.738.376.152,00 {Safu Milyar TLefuh Rafus Thga Puluh Delapan Juta Thga Rctfus TLerfuh Puhah Bnam Rlbu

Serafus I,ina Pu:hah lha. Rupiah) .
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Pasal 96

( 1)   Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

a:Vat  (1|  t\u:ru:I a direncanakan  sebesar  Rp.  9.357.580.L73,00  (Sembilan  Milyar ltga Ratus  Lima  Puluh Tlyuh Juta  Lima Rafus

Delapan Pu:hah Ribu Serafus TLejuh Puluh Tiga Rupially yang terdiri ata[s..

a.  Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

(2)   Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a direncanakan sebesar

F`p. 9 .357 .580 .17 3 ,00 (Sembha;n Milyar Thga Ratus Lina ELtuh TLejuh Juta Lima Rafus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga

Rupiah).

Pasal 97

( 1)   Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp.  1.738.376.152,00 (Sczfu Mj!gar 7lt:jth Rcifus 7kycz jJztzzth Dezapcm /u€cz 7Tgcz Rcifus

Tujuh Puluh Enam Rlbu Serafus Li,rna Puluh Dua Rupidrtb , yang I;erdiri aha:s..

a.  Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa;

(2)   Belanja Bagi hasil Retribuasi daerah Kabaupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.  I .738.376.152,00 (Safu Milyar TLerfuh Rafus ltga Pul:uh Delapan Juta Thga Ratus TLerfuh Puluh Encm Rlbu

Seratus I;ina Puluh lha. Rupiah).

Pasal 98

(1)   Anggaran  Belanja  Bantuan   Keuangan   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal  94   ayat   (1)   humf  b  direncanakan   sebesar

F`p. 479 .326.620.500,00 (Bmpat Rafus TLejuh Puhah Sembilan Mdyar ltga Rafus lrfua Puluh Bncrm Juta Enam Rafus Dua Put;uh Ribu
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Lima Rafus Rt/pjaJt), yang terdiri atas:

a.  Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa;

(2)   Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/Kota kepada   Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a

direncELnakan sebesar Rp. 479 .326.620 .500 ,00 (Empat Rafus Tujuh Pu:hah Sembtlan Mikyar Tiga Rcrfu.s lfuia Ptll:uh Enam Juta Bram

Rafus Dua Piituh Ribu I,i:rna Rcrfurs REpich!) .

Pasal 99

(1)   Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

98  ayat  (1)  huruf a direncanakan  sebesar  Rp.  479.326.620.500,00  (Empat Rafus  7ttjuh fttztJh Semb!7czrt Mjdycir 7iga Rczfus Dztcz

Pul;uh Bram Juta Bnam Ratus Dua Pu:hah Ri.bu hi:rna Rafus RupiahiD yang terdirl alas..

a.  Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa;

b.  Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;

(2)   Belanja Bantuan Keuangan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 437.201.777.200,00 (Empat Rafus 7kya P[t!tth 7ttjLth M[1gar DLta Rafus Safu /tt€a 7lt;jth

Ratus Tujuh Pul;uh TLejuh Ribu lrfua Ratus Rupiah) .

(3)   Belanja Bantuan  Keuangan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) humf b direncanakan sebesar Rp. 42.124.843.300,00 (Empa€ P[tztth Dtta Mj!gar Serafus Dttci jfro!tth Empat Jlttta De!apcm Rafus

Bmpat Pu:hah Thga Ri,bu Tiga Rafus Rupiah)
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Pasal 100

Anggaran        pembiayaan        daerah        tahun        anggaran        2022        direncanakan        sebesar        Rp.         219. 866.020. 716,00

{lfua Rafus Sembilan Beleis Mdyar Delapan Rafus Erram Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Tujuh Rates Encm Belas Rupiah) , yang terdiri

atas:

a.  Penerimaan pembiayaan; dan

b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal  101

(1)   Anggaran     penerimaan     pembiayaan     sebagaimana    dimaksud     dalan     Pasal     loo     huruf    a    direncanakan     sebesar

Ftp. 229.665.842.494 ,00 (Dua Rafus Dua Puluh Sembilan Mdyar BrLam Rafus BncLm Puluh I,ina Juta Delapan Rafus Empat Puluh

lrfua Ribu Empat Rates Semhilan Putuh Empat Rupialrty , yang terdiri alas..

a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b.  Penerimaan pinjaman daerah;

c.  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2)   Sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran  sebelumnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan

sebesar Rp. 74 .365.842 .494 ,00 (Tugivh Pu:luh Empat Mdyar Tiga Ratus BrLam Puluh I,ina Juta Delapan Rates Erxpat Puluh Dua Ribu

Empat Rafus Sembi:lan Puhah Empat Rupially .

(3)   Penerimaan  pinjaman  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar  Rp.   155.000.000.000,00

(Seratus Lina Puluh I,ima Mdyar Rupia:h) .

(4)   Penerimaan   kembaJi  pemberian   pinjaman  daerah   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  c   direncanakan   sebesar

Rp. 300.000.000,00 (Tiga Rafus Juta Rupiah).
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Pasal  102

(1)   Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  101 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 74.365.842.494,00 (Thjuh Puluh Bmpat NIkyar Thga Rafus Enam Putuh Lina Juta Delapan Ratus Empat

Pul:uh Dua Ribu Bmpat Rafus Sembilan Putuh Bmpat Rupiarty , yang terdir± alas..

a.  Pelampauan penerimaan PAD;

b.  Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

c.   Penghematan Belanja;

d.  Sisa Belanja Lainnya;

(2)   Pelampauan  penerimaan  PAD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar  Rp.  6.756.583.516,00

(Enam Mdyar Tujuh Rafus Lina Puluh Enam Juta I;ina Rates Delapan Puluh Tiga Ri,bu Lina Rctfus Enam Belas Rupiallb.,

(3)   Pelampauan   penerimaan   Pendapatan   Transfer   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b   direncanakan   sebesar

Rp. 27 .564.094.603,00 (lrfua Pul:uh TLejuh Mikyar I,ina Rcrfus Enam Pul;uh Empat Juta Sembilan Puluh Bmpat Ribu Bnam Rafus Tiga

Rupiah'.'

(4)   Penghematan   Belanja   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    huruf   c   direncanakan    sebesar   Rp.    20.760.727.175,00

(Irfua Puhah Mrtyar T\rfuh Rafus Bnam Puluh Juta Tujuh Rafus Dua Puhih Tujuh Ribu Serafus Thajuh Putuh Lina Rupial¢)-,

(5)   Sisa   Belanja   Lainnya   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar   Rp.    19.284.437.200,00

(Sembtlan Belas Mdyar Dua Rafus Delapan Puluh Empat Juta E:mpat Rctws Tlga Puhih Tujuh RI:bu lrfua Rafus RupiahiD.,

Pasal 103

(1)   Anggaran  Pelampauan  Penerimaan  PAD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   102  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar

Rp. 6.756.583.516,00 (Bram Mdyar Tujuh Ratus I;inn Puluh Enam Juta I,ina Rctws Delapan Puhah Tlga Ribu it:rna Rafus Enam

Behas RttpiaJt), yang terdiri atas:
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a.  Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah

b.  Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah

c.   Pelampauan Penerimaan PAD-I,aim-Lain PAD yang Sah

(2)   Pelampauan    penerimaan    PAD-Pajak    Daerah    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)    huruf   a    direncanakan    sebesar

Ftp. 6.006.583.5L6,00 (Enam Milyar Brram Juta Lima Rafus Delapan Puluh Tkya Ri,bu Li,rrta Rafus ErLam Belas Rupich).,

(3)   Pelampauan   penerimaan   PAD-Retribusi   Daerah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   b   direncanakan   sebesar

Rp. 500.000.000,00 {Lima Ratus Juta Rupiah).,

(4)   Pelampauan  penerimaan  PAD-Lain-Lain  PAD  yang  Sah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar

Rp. 250.000.000,00 (Dua Rcrfurs Lima Puluh Juta Rupidrly.,

Pasal 104

(1)   Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal  102 ayat (1)  huruf b direncanakan

sebesar Rp. 27 .564.094.603,00 (Irfua Puluh Tujuh Mdyar Li,rna Rafus Enam Puluh Empat Juta Sembi:lan Puluh Bmpat Ribu Erram

Rafus 7tga Rupza7t), yang terdiri atas:

a.  Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat;

b.  Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Antar Daerah.

(2)   Pelampauan  penerimaan  pendapatan  transfer-Transfer  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

direncanal€an sebesar Rp.  1.949.164.603,00 (Safe Mtkyar Sembilan Rafus Bmpat Puluh Sembtlan Juta Serafus Brram Puluh Bmpat

R{bu Enam Ratus Tiga Rupialo.,

(3)   Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar RQ. 25.614.930.000,00 (Fhia Puluh Lima Mitkyar Erram Ratus Bmpat Belas Juta Sembilcm Rafus Tiga Puluh Ribu  Rupiarfu.,
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Pasal 105

(1)   Anggaran    Penghematan    Belanja   sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    102    ayat    (1)    huruf   c    direncanakan    sebesar

Ftp. 20.760.727.175,00  (Dua Puluh Mkyar Tufuh Rc[fus Enam Puluh Juta Thjuh Rafus lfuia Putuh TLejuh Ribu Serafus TLejuh Puluh

Lima Rupiah) , yang terdir± ataLs..

a.  Penghematan Belanja-Belanja Operasi;

b.  Penghematan Belanja-Belanja Modal;

c.  Sisa Penggunaan Belanja Tidak terduga;

d.  Sisa Belanja Transfer.

(2)   Penghematan     Belanja-Belanja     Operasi     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    a     direncanakan     sebesar

F`p. 10 .358.507 .000,00 (Sepuluh Mdyar Tiga Rafus Lima Putuh Delapan Jutc. Lima Rafus Thijuh Ribu Rupialt).,

(3)   Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.  4.950.000.000,00

(Bmpat MdyaT Sembtlan Rafus Li,rna Puluh Juta Rupiarty.,

(4)   Sisa    Penggunaan    Belanja    Tidak    Terduga    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   c    direncanakan    sebesar

F€p.  3.952.220.175,00  (Thga Mlyar Sembilan Rafus Lima Puluh lrfua Juta lrfua Rafus  Dua Puluh Ribu  Serafus TLefuh Puluh Li:rna

REpich).

(5)   Sisa       Belanja       Transfer       sebagaimana       dimaksud       pada       ayat       ( 1)        huruf       d       direncanakan       sebesar

Rp. 1.500.000.000,00 (Sate Milyar Lima Rates Juta Rupiah).

Pasal 106

(1)   Anggaran   Sisa   Belanja   Lainnya   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    102   ayat   (1)   huruf   d   direncanakan   sebesar

F±p.  19.284.437.ZOO,00  (Sembilan Belas  Mikyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Rafus Tiga Puluh TLejuh Ribu Dua

Rafus Rttp{.aft) , yang terdiri atas:
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a.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

(2)    Sisa    Lebih    Perhitungan    Anggaran    BLUD    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    a    direncanakan    sebesar

Rp.  19.284.437 .ZOO,00  (Sembilan Belas Mkyar Dua Rafus  Delapan Puluh Empat Juta Empat Rates `Itga Puluh Trtyuh Ribu Dua

Rafus RapiaH) .

Pasal 107

(1)   Anggaran  Penerimaan  Pinjaman  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   101   ayat  (1)  huruf  b  direncanakan  sebesar

Rp. 155.000.000.000,00 (Seratus Lina Puhah Lina Milyar Rupiah), yang terd±ri a.tas..

a.  Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;

(2)   Pinjaman     Daerah     Dari     Pemerintah     Pusat     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf     a     direncanakan

sebesar Rp.155.000.000.000,00 {Seratus Lina Puluh Lima Milyar RupiaH).

Pasal 108

(1)   Anggaran  Pinjaman  Daerah  Dari  Pemerintah  Pusat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  107  ayat  (1)  huruf a  direncanakan

sebesar Rp.  155.000.000.000,00 (Serofus Lt.rna ftt!tth Lt.rna Mj!uar Rttpt.aJb yang terdiri atas:

a.  Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah;

(2)   Pinjaman Daerah din Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalan Negeri- Jangka Menengah  sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.  155.000.000.000,00 (Sentzfus Lt.rna Pit!uh LI.mcz Mj!gar Rttpt.aJt) .
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Pasal 109

(1)   Anggaran Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  101 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp. 300.000.000,00 (7|gcz rofusj{tta "p{ah), yang terdiri atas:

a.  Penerimaan Kembali Pinjman Kepada Masyarakat;

(2)   Penerimaan      Kembali      Pinjaman     Daerah     kepada     Masyarakat      sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)      huruf

a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (7t.gc2 rafus jtJfci "pi.czh).

Pasal  110

(1)   Anggaran     pengeluaran     pembiayaan     sebagaimana    dimaksud     dalam     Pasal     100     huruf    b     direncanakan     sebesar

Rp.  9.799.821.778,00  (Sembtlan Mikyar TLejuh Rafus  Sembilan Puluh Sembtlan Juta Delapan Rafus  Dua Pulwh Safe Ri:bu TLefuh

Ratus 'mju:h Puluh Delapan Rupiali) , yang terdiri alas..

a.  Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

(2)   Pembayaran  Cicilan  Pokok  Utang  Yang  Jatuh  Tempo  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan  sebesar

Rp.  9.799.821.778,00  (Semhilan Mdyar Thjuh Rci.fas  Sembtlan Pul;uh Sembtlan Juta Delapan Rafus  Dua Puhah Safe Ribu TLejuh

Rafus Tujuh Pul;uh Delapan Rupiah).

Pasal  1 1 1

(1)   Anggaran  Pembayaran  Cicilan  Pokok  Utang Yang Jatuh  Tempo  sebagalmana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1)    huruf   a

dilencanalran se:besar Rp. 9.799.82L.778,00  (Sembilan Mikyar Tufuh Rafus  Semhilan Puluh Sembilan Juta Delapan Rafus lha

Puluh Sci,fu Ribu ThA;juh Rafus Tu;ftth Puhah Delapan Rupiah) , yang t:erdiri eLtzLs..

a.  Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Menengah;
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(2)   Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) - BUMN - Jangka Menengah sebagaimana dimaksud   pada

ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp.  9.799.821.778,00 (Sembt.Zczrl Mjzgar 7tgivh Rafus Semb{.Zczn jfuzzth Semb{.hen /ttcci Dezapcin

Ratus lfuia Pu:hah Scrfui RI:bu Tuju:h Ratus Thjuh Puluh Delapan Rupiarty.,

Pasal  112

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran 11

3. Lanpiran Ill

4. hampiran IV

5. hampiran V

6. Lampiran VI

7. Lanpiran VII

8. Lanpiran VIII

:    Ringkasan   Penjabaran   APBD   Yang   Diklasifikasi   Menurut   Kelompok,   Jenis,   Objek,   Rincian   Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

:    Penjabaran APBD  Menurut Urusan  Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub   Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar  Nana  Penerima,  Alamat  Penerima,  dan  Besaran  Bantuan  Keuangan  bersifat  umum  dan  bersifat

khusus;

:    Daftar Nana Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi basil;

:    Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

:    Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan

Gas   Bumi*)   Menurut   Urusan   Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,   Program,   Kegiatan,   Sub   Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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9. Larnpiran Ix            :    Rincian   Dana  Talnbahan   Infrastuktur   Menurut   Urusan   Pemerintahan   Daerah,   Organisasi,   Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan  Pemerintah Provinsi/  Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan  Dalam Rancangan

Perda   tentang  APBD   dan   Rancangan   Perkada   tentang   Penjabaran   APBD   dengan   Program   Prioritas

Perbatasan Negara

Pasal  113

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati ini.

Pasal  114

Pelaksanaan    penjabaran    APBD    yang    ditetapkan    dalam  peraturan  ini  dituangkan  lebih  lanjut  dalam  dokumen  pelaksanaan

anggaran satuan  kelja perangkat   daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 115

Peraturan Bupati Ponorogo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalan Berita Daerah

Kabupaten Ponorogo.

ditetapkan di Ponorogo

pada  tangs_al~   ,3  0   DEC   2021
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